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“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh” 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, karena dengan berkah dan 
limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga skripsi yang berjudul “Akibat hukum kematian 
salah satu pihak dalam kontrak sewa menyewa menurut imam Abu Hanifah” ini dapat penulis 
selesaikan. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah bukanlah suatu hal 
yang mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat 
kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat 
membangun guna kesempurnaan skripsi ini. 
Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari 
pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap 
penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab 
selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun moril. 
Olehnya itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih yang 
sebesar-besarnya  kepada yang terhormat: 
1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Jabbar Jaya dan ibunda Jarwan Dg. Keboyang telah 
mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan air mata, untaian doa serta 
pengorbanan tiada henti, yang hingga kapanpun penulis takkan bisa membalasnya. Maafkan 
jika ananda sering menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan ibunda dan ayahanda. 
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Keselamatan dunia akhirat semoga selalu untukmu. Semoga Allah selalu menyapamu dengan 
Cinta-nya. 
2. Seluruh Keluarga besar ku yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk 
menyelesikan study yang telah mencurahkan kasih sayang, dorongan moril dan materi serta 
kakak-kakak yang penulis sayangi, Dia Tamsil Jabbar jaya, Tamrin Jabbar Jaya, Eka 
Efendhy Jabbar Jaya, dan Takbir Aidhin, yang selalu menemani penulis dalam duka, canda 
dan tawa. Semogakakak-kakakmenjadi orang yang dibanggakan. 
3. Bapak Prof. Dr.MusafirPabbabari,M.Si selaku Rektor Universitas Islam NegriAlauddin 
Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi 
Strata Satu (S1) di salahsatukampus terbesar di Indonesia Timur ini, Universitas Islam 
NegriAlauddin Makassar. 
4. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, 
Bapak Dr. H. Abd Halim Talli, M.Ag selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan 
pengembangan lembaga, Bapak Dr. Hamsir, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan bidang 
Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag selaku Wakil 
Dekan bidang Kemahasiswaan dan segenap pegawai Fakultas Syari’ah dan hukum yang telah 
memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.   
5. Teruntuk Bapak Dr. Achmad Musyahid Idrus, M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan 
Mazhab dan Hukum, dan Bapak Dr Sabir Maidin, M.Ag selaku Sekertaris jurusan 
Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar terimah kasih telah memberikan 
bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.    
6. Teruntuk Bapak Dr. Abdi Widjaya, S.S., M.Ag. selaku pembimbing dan Bapak Dr. Fadli 
Andi Natsif, S.H., M.H  juga selaku pembimbing dalam penuisan skripsi ini , yang selalu 




7. Terutuk kepada Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh jajaran Staf Fakultas Syari’ah dan 
Hukum yang telah memberikan pengajaran dan bimbingan demi kelancaran penyusunan 
skripsi ini.  
8. Kawan-kawan seperjuangan mulai dari masuk kuliah sampai selesai. Terkhusus Angkatan 
2014 Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 
Alauddin Makassar: Mutiara HL. SH, Ardiansyah Ruslan, Adnan Darmawan, Setiawan 
Hardi, Akbar Subandi, Akbar Juanda, Lukman Fajar, Annisa Fatimah Azzakhira, Alya Ulfa 
Devianti, Nuramanah Amelia, SH, Ade surya Aqsa,SH, Tutut mawardiani, Selviani ks, Nurul 
Faradillah Ramadhani dan yang penulis tidak bisa ucapkan satu persatu namanya terimakasih 
telah menambah cerita dan pengalaman dalam hidup yang akan selalu menjadi kenangan. 
9. Saudara-saudaraku, KKN (kuliah kerja nyata): Vhivy Arida Bhayangkara, Jalaluddin Rauf, 
Zainuddin, Al Fizah, Rahman, Muhammad Fadl, Devi Yuliana Ashar dan 
Maryam.kebersamaan kita merupakan hal yang terindah dan akan selalu teringat, semoga 
persahabatan dan perjuangan kita belum sampai disini, serta kekeluargaan yang sudah terjalin 
dapat terus terjaga, sukses selalu dalam meraih cita-cita dan harapan.  
10. Kepada sahabat-sahabat tercinta saya, yang tidak sekampus tapi tetap saling memberikan 
motivasi dan semangat yaitu: Khalik Yudistira Darling, Apryanto Basri, Azma Utami Ningsi, 
Yayan Awaliah Permata, Winda Angreini, A. Zafitry Amaliah, Nurul Saskia Oktaviany, Putri 
Jelita terima kasih telah menjadi orang-orang penting dalam hidupku sampai saat ini tetaplah 
menjadi orang yang membanggakan untuk penulis 
11. Seluruh keluarga, dan rekan yang kesemuanya tak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang 
telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian studi penulis, terutama yang senantiasa 
memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini, terima 
kasih. 
Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika 
penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun 
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tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Islam Negri 
Alauddin Makassar hingga selesainya studi penulis.  
Semua itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari 
kesalahan dan kekhilafan. Adapun mengenai kebaikan-kebaikan penulis, itu semata-mata 
datangnya dari Allahswt, karena segala kesempurnaan hanyalah milik-Nya.  
Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-nya, 
Amin! 
Sekian dan terimakasih. 
 
















A. Transliterasi Arab-Latin 
 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada 
table berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha kh kadan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż zet (dengan titik diatas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin sy esdan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) 
ع ‘ain ̒ Apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah ̓̓ Apostrof 
ى Ya y Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. 
Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda  ( ̓ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong 
dan vocal rangkap atau diftong. 
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 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangya berupa tanda atau harakat, transliterasinya 
sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َا fatḥah A A 
 ِا Kasrah I I 
 ُا ḍammah U U 
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َي fatḥah dan yā̓̓ Ai a dan i 
 َو fatḥah dan wau Au a dan u 
 Contoh: 
ﻒﯿﻛ : kaifa 
ل ﻮھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa 




Nama Huruf dan 
tanda 
Nama 
 َي… /  َا …. Fatḥah dan alif atau yā̓̓ Ā a dan garis di atas 
ي Kasrah dan yā Ī i dan garis di atas 
و ḍammah dan wau Ū u dan garis di 
atas 
Contoh: 
ت ﺎﻣ : māta 
ﻰﻣر : ramā 
ﻞﯿﻗ : qīla 
ت ﻮﻤﯾ : yamūtu 
4. Tāmarbūṭah 
Transliterasi untuk tā’marbūṭah ada dua yaitu: tā’marbūṭah yang hidup atau mendapat 
harakat fatḥah, kasrah, danḍammah, transliterasinya adalah (t). sedangkan tā’marbūṭah yang 
mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan tā marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan 
kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan 
dengan ha (h). 
Contoh:  
ل ﺎﻔط ﻻا ﺔﺿ ور : rauḍah al-aṭfāl 
ﺔﻠﺿ ﺎﻔﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا : al-madīnah al-fāḍilah 
ﺔﻤﻜﺤﻟا  : rauḍah al-aṭfāl 
5. Syaddah (Tasydīd) 
 Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda 
tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang 
diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
ﺎﻨﺑر : rabbanā 
ﺎﻨﯿﺠﻧ : najjainā 
ﻖﺤﻟا : al-ḥaqq 
ﻢﻌﻧ : nu”ima 
وﺪﻋ : ‘duwwun 
 Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ـــــؠ ), 
maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
Contoh: 
ﻲﻠﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly) 
ﻲﺑﺮﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif lam 
ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-,baik 
ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti 
bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ). 
Contoh : 
ﺲﻤﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ﺔﻟ ﺰﻟاﺰﻟا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ﺔﻔﺴﻠﻔﻟا : al-falsafah 





Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak 
di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, 
karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
 
Contoh : 
نوﺮﻣﺎﺗ : ta’murūna 
عﻮﻨﻟا : al-nau’ 
ءﻲﺷ : syai’un 
تﺮﻣا : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
 Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang 
belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan 
menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa 
Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. 
Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 
ditransliterasi secara utuh.Contoh: 
 FīẒilāl al-Qur’ān 
 Al-Sunnahqabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
 Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
 ﷲ ﻦﯾد dīnullāh  ﷲ ﺎﺑ  billāh      
Adapun tā’marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi 
dengan huruf (t).contoh:  
 ﻢﮭﮭﻠﻟا ﺔﻤﺣر ﻲﻓ  hum fīraḥmatillāh 
10. HurufKapital 
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam transliterasinya huruf-
huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan 
Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf 
awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap dengan huruf 
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf Adari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama 
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juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik 
ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: 
 Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
 Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan 
 Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 
 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
 Abū Naṣr al-Farābī 
 Al-Gazālī 
 Al-Munqiż min al-Ḋalāl 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) 
sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama 
akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  
 Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
 Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid 
Abū) 
B. DaftarSingkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥānahūwata’ālā 
saw.  : ṣallallāhu ‘alaihiwasallam 
a.s.  : ‘alaihi al-salām 
H  : Hijrah 
M  : Masehi 
SM  : Sebelum Masehi 
l.  : Lahirtahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  : Wafattahun 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 
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 Perjanjian sewa menyewa merupakan suatu persetujuan timbal balik antara pihak yang 
menyewakan (pada umumnya pemilik barang) dalam pihak penyewa, dimana pihak yang 
menyewakan menyerahkan sesuatu kepada penyewa yang berkewajiban membayar sejumlah 
harga sewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan sesuatu barang kepada si penyewa untuk 
sepenuhnya di nikmati atau di pake dan bukan untuk dimiliki. Penikmatan berlangsung untuk 
suatu jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga sewa yang telah tertentu. 
 Berdasarkan latar belakang masalah diatas telah diuraikan diatas dan agar pembahasan 
dalam penelitian ini tidak meluas maka kiranya peneliti menentukan sub-sub masalah sebagai 
berikut:(1) Bagaimana kedudukan akad sewa menyewa (ijarah) dalam pandangan hukum Islam 
?,(2) Bagaimana relevansi pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukum kematian salah satu 
pihak terhadap perjanjian sewa menyewa jika dikaitkan dengan kondisi saat ini?  Jenis 
penelitian ini adalah penelitian pustaka (Liberary research), yakni penelitian yang kajiannya 
dilakukan dengan menelusuri literatul-literatul tentang bagaimana akibat hukum kematian salah 
satu pihak dalam kontrak perjanjian sewa menyewa menurut Imam Abu Hanifah. 
 Para ulama fikih beda pendapat masalah sifat transaksi ijarah, apa transaksi itu bersifat 
mengikat kepada kedua belah pihak atau tidak. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa transaksi 
ijarahitu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila bermasalah dari 
salah satu pihak yang bertransaksi, seperti salah satu pihak meninggal dunia atau kehilangan 
kecakapan bertindak hukum. Beda dengan jumhur ulama, yang mengatakan bahwa transaksi 
ijarahitu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. 
 Hendaklah setiap umat Islam melakukan transaksi harus dilaksanakan sebaik-baiknya, 
khususnya masalah sewa menyewa, agar jangan sampai melaksanakan terjadi penipuan dan 
kerugian.Maka setiap orang yang melaksanakan transaksi ijarah (sewa menyewa)harus terlebih 
dahulu mengadakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Supaya menentukan benda yang 










BAB I                                                                                                                             
PENDAHULUAN 
A.     Latar Belakang Masalah 
Manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk sosial, yang berarti bahwa manusia 
tidak akan dapat untuk hidup sendiri tanpa adanya bantuan/berhubungan dengan manusia lain. 
Untuk menyempurnakan dan mempermudah hubungan antara mereka, banyak sekali cara yang 
dilakukan. Salah satunya untuk untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia 
melakukan jual beli, melakukan sewa menyewa, utang piutang dan sebagainya. 
Oleh karna hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan manusia dan 
membatasi keinginannya hingga memungkinkan manusia memperoleh kebutuhannya tanpa 
memberi mudarat kepada orang lain dan mengadakan hukum tukar menukar keperluan antara 
anggota masyarakat dengan jalan yang adil, manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan 
dan memperoleh keinginannya tanpa merusak kehormatan1. 
Ketentuan hukum Islam berkaitan dengan hubungan sosial antara ummat Islam Konteks 
hubungan ekonomi dan jasa seperti jual beli, sewa menyewa dan gadai dalam kajian ilmu fiqhi di 
sebut dengan muamalah. 
 Dalam Islam hubungan antara manusia satu dengan yang lain di sebut istilah mu’amalah. 
Menurut pengertian umum mu’amalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia diluar ibadah.  
Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan manusia 
dengan manusia, sedangkan ibadah merupakan hubungan atau pergaulan manusia dengan 
Tuhan.2 
  
                                                          
1 Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994) h.57. 





Muamalah cakupnya sangat luas sekali di bidang perkawinan, waris, melakukan 
transaksi, dan lain sebagainya. Isitilah khusus dalam hukum Islam yang mengatur hubungan 
antar individu dalam sebuah masyarakat disebut dengan Fiqhi muamalah. Sewa menyewa 
merupakan salah satu akad yang ada dalam muamalah, sewa menyewa dalam dalam Islam 
disebut sebagai akad ijarah. Al Ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan.3 
 Ijarah atau sewa menyewah sering dilakukan orang-orang dalam berbagai keperluan 
mereka yang bersifat harian, bulanan, dan tahunan. Dengan demikian hukum ijarah ini layak di 
ketahui. Karena bentuk kerjasama yang dilakukan manusia di berbagai tempat dan waktu 
berbeda, kecuali hukumnya telah di tentukan dalam syari’at Islam, yang selalu mengedepankan 
maslahat dan tidak merugikan orang.4 
 Landasan hukum mengenai  Al Ijarah terdapat beberapa ayat Al- Qur’an, seperti dalam 
Q.S an-Nisa’/04:29 yang berbunyi : 
                        
              
Terjemahannya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu  dengan 
jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di 
antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.5 
 Sebagai sebuah transaksi umum, sewa menyewa baru di anggap sah apabila telah 
memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi 
lainnya, menurut ulama Hanafiyah, rukun sewa menyewa  hanya satu yaitu ijab (ungkapan 
menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa menyewa). 
                                                          
3 Harun Nasroen, Fiqhi Muamalah ( Cet. II, Jakarta : Gaya media Pramata, 2007) h.228.  
4 Al Fauzan Saleh, Fiqhi Sehari- hari (Cet. II, Jakarta; Gema Insani Press,2005), h.481.  
 5 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya  (Cet. I; Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka 





 Karena ijarah adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi 
pemindahan kepemilikan, maka banyak yang menyamakan ijarah ini dengan leasing. Hal ini 
terjadi karena kedua istilah tersebut sama mengacu pada hal-hal sewa menyewa. Menyamakan 
ijarah dengan leasing tidak sepenuhnya salah tidak sepenuhnya benar pula. Defenisi-defenisi 
diatas dapat dirangkum bahwa dimaksud sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu 
benda. Dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, yang berpindah hanyalah manfaat 
dari suatu benda yang disewakan tersebut. Dapat pula barang seperti kendaraan, rumah, dan 
manfaat seperti pemusik. 
 Berbicara mengenai masalah sewa menyewa (ijarah) ini, banyak hal-hal yang 
menyebabkan ulama berbeda pendapat khususnya tentang akad sewa menyewa yang dikarenakan 
meninggalnya salah satu pihak (yang menyewah maupun yang menyewakan) yang melakukan 
akad tersebut, apakah akadnya batal atau tidak dalam hal ini penulis berkeinginan untuk 
mengetahui bagaimana pendapat imam Abu Hanifah mengenai salah satu pihak terhadap 
perjanjian sewa menyewa. 
 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi pokok masalah dan tulisan 
diatas adalah bagaimana akibat hukum kematian salah satu pihak terhadap perjanjian sewa 
menyewa menurut Imam Abu Hanifah. 
B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas telah diuraikan diatas dan agar pembahasan 
dalam penelitian ini tidak meluas maka kiranya peneliti menentukan sub-sub masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana kedudukan akad sewa menyewa (ijarah) dalam pandangan hukum Islam ? 
2. Bagaimana relevansi pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukum kematian salah satu 
pihak terhadap perjanjian sewa menyewa jika dikaitkan dengan kondisi saat ini?  





Sewa menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan dimana penyewa harus 
membayarkan atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh 
pemilik barang yang dipinjamkan.  
Mati menurut pengertian secara umum adalah keluarnya Ruh dan Jasad, kalau menurut 
ilmu kedokteran orang baru dikatakan mati jika jantungnya sudah berhenti berdenyut. Mati 
menurut Al-Quran adalah terpisahnya Ruh dari Jasad sebanyak dua kali dan mengalami 
pertemuan Ruh dengan Jasad sebanyak dua kali pula. Terpisahnya ruh dari jasad untuk pertama 
kali adalah ketika kita masih berada dalam ruh, inilah saat mati yang pertama seluruh ruh 
manusia ketika itu belum memiliki jasad. Allah swt mengumpulkan mereka didalam Ruh dan 
berfirman sebagaimana disebutkan dalam surah al-A’raaf /7:172 : 
                           
                     
Terjemahannya: 
“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi 
mereka dan Allah mengambil k“esaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): 
"Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), Kami 
menjadi saksi".(kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak 
mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah 
terhadap ini (keesaan Tuhan)",6 
Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah swt 
untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan 
kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan  amaliayah (perbuatan). 
Akibat adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan 
keputusan), persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya. 
Hukum merupakan keseluruhan kaidah dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup 
bermasyarakat dan mempunyai tujuan untuk memeilahara ketertiban dan meliputi berbagai 
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D. Kajian Pustaka 
 Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan 
diteliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi 
penelitian secara materi penelitian secara mutlak. Buku-buku kajian maupun peneliti-peneliti 
yang membahas tentang sewa menyewa cukup banyak dijumpai hanya saja dalam buku kajian 
tersebut lebih membahas pada sistem pelaksanaan sewa menyewa.7 
1. Lanna Raya Siregar, “Gugurnya Transaksi Ijarah Ketika Salah Satu Pihak Penyewa atau 
Yang Menyewakan Meninggal Dunia Menurut Ibnu Hazm”. Peneliti tersebut 
menyebutkan menurut Ibnu Hazm apabila salah satu pihak meninggal dunia8. 
2. Yuslah Harahap, “Kedudukan Akad Sewa Menyewa Karena Meninggalnya Salah Satu 
Pihak Menurut Iman Syafi’i Dan Imam Ibnu Hazm”. Peneliti ini membandingkan 
pendapat antara Imam Syafi’I dengan iman Ibnu Hazm tentang bagaimana kedudukan 
sewa menyewa apabila salah satu pihak meninggal dunia9. 
3. Kantika, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Kelapa Sadap 
di Desa Cikalong Kecamatan Sidamullah kecamatan Ciamis” Peneliti ini melakukan 
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 Mutiara, Penitipan Orang Tua di Panti Jompo Perspektif Fiqhi Islam (skripsi :UIN, Makassar2018), h.8 
8 Lanna Raya Siregar, Gugurnya Transaksi Ijarah Ketika Salah Satu Pihak Penyewa atau Yang 
Menyewakan Meninggal Dunia Menurut Ibnu Hazm (Skiripsi, UIN, Sumatra Utara, 2000) 
9 Yuslah Harahap, Kedudukan Akad Sewa Menyewa Karena Meninggalnya Salah Satu Pihak Menurut 





penelitian disebuah daerah dan melihat bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sewa 
menyewa10. 
Sementara penelitian ini lebih memfokuskan kepada bagaimana pandangan Imam Syafi’I 
tentang kedudukan sewa menyewa apabila salah satu pihak meninggal dunia. 
Dengan menggunakan jenis penelitian pustaka (liberary research) untuk lebih fokus 
kepada judul penelitian dan sub-sub pokok masalah, peneliti membahas tentang biografi 
Imam Hanafi dan bagaimana gambaran umu tentang sewa menyewa kemudian menjururs 
kepada akibat hukum dan bagaimana pandangannya Imam Abu Hanifah.  
E. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Liberary research), yakni penelitian yang 
kajiannya dilakukan dengan menelusuri literatul-literatul tentang bagaimana akibat hukum 
kematian salah satu pihak dalam kontrak perjanjian sewa menyewa menurut Imam Abu 
Hanifah.11 
2. Pendekatan masalah 
Dalam  upaya menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam pokok masalah di atas 
maka peneliti menggunakan pendekatan  
a. Pendekatan normatif, yakni melaukan pengamatan terhadap teks-teks Al-Quran dan Al-
Hadis sebagai sumber utama dalam penetapan hukum Islam. 
b. Pendekatan sosiologis, yaitu penelitian yang dimana topik kajiannya dilihat dari segi 
faktor dan implikasi implementasi pandangan Imam Abu Hanifah tentang akibat hukum 
kematian salah satu pihak dalam kontrak sewa menyewa dilihat dari kondisi masyarakat 
saaat ini.  
                                                          
10 Kartika Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Kelapa Sadap di Desa Cikalong 
Kecamatan Sidamullah kecamatan Ciamis (Skiripsi UIN, Yogyakarta 2013).  
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c. Pendekatan yuridis, yaitu metode yang digunakan untuk menafsirkan beberapa data yang 
memuat tinjauan hukum, terutama hukum Islam. 
3. Teknik pengumpulan data  
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh informasi yang 
diperlukan terkait masalah yang diteliti seperti: 
a. Studi  kepustakaan 
Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku 
kepustakaan dan literatur-literatur yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau sumber  data 
 didalam pembuatan skripsi ini. Dengan adanya hal tersebut  maka lebih mempermudah 
peneliti untuk mendapatkan pengertian secara umum maupun khusus tentang pokok masalah 
yang diteliti.12 Studi kepustakanan merupakan penelitian terhadap data sekunder yang meliputi: 
1. Data pribadi ialah data yang tersimpan di lembaga tempat dimana penulis pernah 
berkecimpung  dalam rana organisasi. 
2. Data publik ialah data resmi pada sebuah kepustakanan Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar dan perpustakaan lain, dengan mengadakan studi kepustakanan maka 
akan lebih memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
4. Analisis data 
a. Induktif, yaitu suatu analisis data yang menganalisis data yang bertitik tolak dari yang 
khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum 
b. Deduktif, yaitu suatu analisis data dengan menganalisa data yang bertitik tolak dari 
bersifat  umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.13 
 
F.  Tujuan dan Kegunaan 
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 Mutiara, Penitipan Orang Tua di Panti Jompo Perspektif Fiqhi Islam (skripsi :UIN, Makassar2018), h.8 
 
 13 https://www.google.co.id/search?q=apa+itu+induktif+dan+deduktif&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=id-





Berdasarkan latar belakang dan sub masalah diatas maka peneliti mempunyai tujuan: 
1. Memperoleh pemahaman  menegenai  kedudukan sewa menyewa dalam pandangan 
hukum islam. 
2. Memperoleh penjelasan tentang bagaimana akibat hukum  kematian salah satu pihak 
dalam kontrak perjanjian sewa menyewa pandangan Imam Abu Hanifah. 
Adapun kegunaan penelitian ini: 
1. Kegunaan yang bersifat ilmiah untuk memperkaya khazanah pemikiran Islam dalam 
menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam tentang kedudukan sewa menyewa. 
2. Dapat dijadikan referensi bacaan bagi mahasiswa khususnya fakultas syari’ah dan hukum 
tentang bagaimana pandangan Imam Abu Hanifah mengenai akibat hukum kematian 





















GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD SEWA MENYEWA 
A. Pengertian Akad Sewa Menyewa 
Al- ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-ajru yang berarti al-‘iwad atau upah 
sewa, jasa atau imbalan.Al- ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam 
memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan 
sebagainya. 
Secara terminologi perlu dikemukakan beberapa pendapat para ulama, antara lain: 
a. Menurut Ali al-Khafif, al-ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat 
dengan imbalan. 
b. Menurut ulama Syafi’iyah, al-ijarah adalah transaksi  terhadap sesuatu manfaat yang 
dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. 
c. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah pemilikan suatu manfaat yang 
diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.14 
Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka ijarah tidak boleh dibatasi dengan 
syarat.Akad ijarag tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat, dan akad ijarah tidak 
boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya. 
Muamalah ialah hubungan atau interaksi antara manusia dalam segala bidang ekonomi15. 
Didalam muamalah dijelaskan mengenai persekutuan yang menyangkut hal-hal seperti jual beli, 
sewa  menyewa , gadai, utang piutang, dan memenuhi janji secara disiplin yang menyangkut 
harta kekayaan dan memelihara hak setiap orang yang bersangkutan, dan semua itu tidak terlepas 
dari yang namanya Perikatan (akad). 
 Setidaknya ada dua istilah dalam al-Qura’an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu 
al-‘aqdu (akad) dan al-‘ahdu (janji).Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat.  
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Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer (Cet, I. Depok: Rajawali Pers, 2017), h.80. 





Diakatakan ikatan (al-rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung  




ُْﻢ ﱠﳍ ﱞﻞِﺣ ْﻢُﻜُﻣﺎََﻌﻃَو ْﻢُﻜﱠﻟ ﱞﻞِﺣ َبﺎَﺘِﻜْﻟا اُﻮﺗُوأ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ُمﺎَﻌَﻃَو 
ۖ
ُتﺎَﺒِّﻴﱠﻄﻟا ُﻢُﻜَﻟ ﱠﻞُِﺣأ َمْﻮَـﻴْﻟا ِتﺎَﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا َﻦِﻣ ُتﺎَﻨَﺼْﺤُﻤْﻟ
 ِﻠْﺒَـﻗ ﻦِﻣ َبﺎَﺘِﻜْﻟا اُﻮﺗُوأ َﻦﻳِﺬﱠﻟا َﻦِﻣ ُتﺎَﻨَﺼْﺤُﻤْﻟاَو ِتﺎَﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا َﻦِﻣ ُتﺎَﻨَﺼْﺤُﻤْﻟاَو يِﺬِﺨﱠﺘُﻣ َﻻَو َﲔِﺤِﻓﺎَﺴُﻣ َﺮ ْـﻴَﻏ َﲔِﻨِﺼُْﳏ ْﻢُﻜ




“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik.makanan (sembelihan) orang-orang 
yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. 
(dandihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita 
yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang 
diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan 
maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya 
gundik-gundik.Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum 
Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.17 
  
 Para ahli hukum Islam (jumhur Ulama) memberikan defenisi akad sebagai “pertalian 
antara ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terdapat 
objeknya.18Telah di sebutkan sebelumnya bahwa definisi akad adalah pertalian antara ijab dan 
Kabul yang di benarkan oleh syara’yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dari 
definisi tersebut dapat di peroleh tiga unsur yang terkandung dalam akad yaitu sebagai berikut: 
a. Pertalian ijab dan Kabul 
 Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (mujib) untuk melakukan sesuatu.Kabul 
adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya atau 
(qaabil).Ijab dan Kabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu ijab perikatan.Bentuk dari ijab 
dan Kabul ini beraneka ragam di uraikan pada bagian rukun akad. 
1. Dibenarkan oleh syara’ 
                                                          
 16Ghofron A. Mas’adi dalam Gemala Dewi, dkk,  Fiqh Muamalah Kontekstual, h. 75.  
 17 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an danTerjemahannya, h. 98. 





 Akad yang di lakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam atau hal-hal yang 
diatur oleh Allah swt dalam al-Qur’an dan Nabi Muhammad saw dalam hadits. Pelaksanaan 
akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika 
bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh,suatu perikatan yang 
mengandung riba atau objek perikatan tidak hanya halal (seperti minuman keras), mengakibatkan 
tidak sahnya suatu perikatan menurut Hukum Islam. 
2. Mempunyai  akibat hukum terhadap objeknya                                                                                                                    
Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (tasharruf).Adanya akad menimbulkan 
akibat hukum terhadap objek hukum yang di perjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan 
konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.19 
 Ijab dan Kabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal 
balik terhadap perikatan yang di lakukan oleh kedua pihak bersangkutan.20Dari pengertian 
tersebut, akad terjadi antara dua pihak dengan suka rela dan menimbulkan kewajiban atas 
masing-masing secara timbal balik. 
 Kecuali itu adapula yang memberi peringatan akan lebih luas, mencakup juga segala 
tindakan orang yang dilakukan dengan niat dan keinginan kuat dalam hati, meskipun merupakan 
tindakan salah satu pihak, tanpa pihak lain. 
 Sebagai contoh, Jika A menyatakan janji untuk membeli sebuah mobil 
kemudianmenyatakan janji untuk menjual sebuah mobil,  maka A dan B berada pada tahap‘ahdu. 
Apabila merek mobil dan harga mobil disepakati oleh kedua pihak, maka terjadi persetujuan. 
Jika dua janji tersebut dilaksanakan, misalnya dengan membayar uang tanda janji terlebih dahulu 
oleh A, maka terjadi perikatan atau ‘ahdu di antara keduanya.21 
 Didalam muamalah dijelaskan mengenai persekutuan yang menyangkut atau harus 
melibatkan adanya akad adalah sewa menyewa. Dimana masalah sewa menyewa mempunyai 
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peran penting dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman dahulu hingga sekarang, kita tidak dapat 
membayangkan apabila sewa menyewa tidak di benarkan dan di atur oleh hukum Islam maka 
akan menimbulkan berbagai kesulitan-kesulitan. 
 Sewa menyewa dalam bahasa Arab diistilakan dengan ijarah yang artinya upa, sewa, jasa 
atau imbalan .Al- Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi 
keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-
lain.22 
 Sewa menyewa berasal dari kata dasar sewa. Menurut kamus umum bahasa Indonesia 
sewa adalah pemakaian atau peminjaman sesuatu dengan membayar uang. Perjanjian sewa 
menyewa merupakan suatu persetujuan timbal balik antara pihak yang menyewakan (pada 
umumnya pemilik barang) dalam pihak penyewa, dimana pihak yang menyewakan menyerahkan 
sesuatu kepada penyewa yang berkewajiban membayar sejumlah harga sewa.Pihak yang 
menyewakan menyerahkan sesuatu barang kepada si penyewa untuk sepenuhnya di nikmati atau 
di pake dan bukan untuk dimiliki.Penikmatan berlangsung untuk suatu jangka waktu tertentu 
dengan pembayaran sejumlah harga sewa yang telah tertentu.23 
 Perjanjian sewa menyewa mempunyai subjek dan objek dari perjanjian yang hendak 
dilaksanakan.Dimana subjek perjanjian sewa menyewa ialah para pelaku yang melakukan 
perjanjian sewa menyewa tersebut dimana terdiri dari pemilik sewa dan penyewa.Objek 
perjanjian sewa menyewa adalah merupakan barang yang di sewakan dengan harga sewa sesuai 
dengan jenis barang yang di sewakan tersebut yang terdiri dari barang yang bergerak dan tidak 
bergerak.24 
 Ijarah atau sewa menyewa merupakan salah satu akad yang berisi salah satu penukaran 
manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Dengan istiah lain 
                                                          
 22 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqhi Muamalah) (Jakarta : PT. Raja Grafindo 
Persada 2003), h. 227. 
 23Ade Sanjaya,http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-perjanjian-sewa-menyewa.html,( 20 Mei 
2018) 
  





ijarah dapat pula di sebutkan salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan 
jalan penggantian.Dalam hukum Islam yang mengatur sewa menyewa atau dikenal dalam Islam 
dengan ijarah di jelaskandalam QS.al-Qashash/28:26 dan 28. 
 َﺮ ْـﻴَﺧ ﱠنِإ 
ۖ
ُﻩْﺮِﺟْﺄَﺘْﺳا ِﺖََﺑأ َ َﺎُﳘاَﺪْﺣِإ ْﺖَﻟَﺎﻗ   ُﲔِﻣَْﻷا ﱡيِﻮَﻘْﻟا َتْﺮَﺟْﺄَﺘْﺳا ِﻦَﻣ  
Terjemahannya: 
“Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua 
waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidakada tuntutan tambahan atas 
diriku (lagi). dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan".25 
  
ﻴَِﻛو ُلﻮُﻘَـﻧ ﺎَﻣ ٰﻰَﻠَﻋ ُ ﱠ اَو 
ۖ
ﱠﻲَﻠَﻋ َناَوْﺪُﻋ َﻼَﻓ ُﺖْﻴَﻀَﻗ ِْﲔَﻠَﺟَْﻷا َﺎ ﱠَﳝأ 
ۖ
َﻚَﻨ ْـﻴَـﺑَو ِﲏْﻴَـﺑ َﻚِﻟ
َٰذ َلَﺎﻗ  ٌﻞ  
Terjemahannya: 
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang 
yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 
untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".26 
  
Sewa menyewa pada dasarnya sama dengan masalah jual beli dan perjanjian-perjanjian 
lain pada umumnya. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian konsesuil, artinya ia sudah sah dan 
memikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai unsur-unsur pokok yaitu barang dan 
harga. Kewajiban pihak pertama menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak kedua dan 
pihak kedua membayar harga sewanya. Jadi barang tersebut diserah terimakan tidak untuk 
dimiliki, akan tetapi hanya untuk dipakai dan dinimati kegunaannya. 
 Dari beberapa pengertian sewa menyewa (ijarah) yang telah dikemukakan diatas, terlihat 
adanya suatu penyerahan barang atau benda itu sendiri, sehingga dengan adanya pemanfaatan itu 
timbullah kewajiban untuk membayar sewa kepada pemilik pertama. Dengan demikian secara 
sederhana dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa adalah melakukan suatu akad untuk 
mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan 
perjanjian yang telah disepakati. Sehingga di antara kedua bela pihak penyewa dan menyewakan 
tidak terjadi perselisihan, baik dalam pembayaran sewa maupun pemanfaatan barang. 
 Adanya kebolehan untuk melaksanakan sewa menyewa tersebut terdapat dalam firman 
Allah swt QS.az- Zukhruf /43:32 : 
                                                          
 25  Kementrian Agama RI, Al-Qur’an danTerjemahannya, h. 354. 







َﻚَِّﺑر َﺖَْﲪَر َنﻮُﻤِﺴْﻘَـﻳ ْﻢَُﻫأ َﺬِﺨﱠﺘَـِّﻴﻟ ٍتﺎَﺟَرَد ٍﺾْﻌَـﺑ َقْﻮَـﻓ ْﻢُﻬَﻀْﻌَـﺑ ﺎَﻨْﻌَـﻓَرَو 
ۚ
ﺎَﻴْـﻧ ﱡﺪﻟا ِةﺎََﻴْﳊا ِﰲ ْﻢُﻬَـﺘَﺸﻴِﻌﱠﻣ ﻢُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ ﺎَﻨْﻤَﺴَﻗ ُﻦ
  َنﻮُﻌَﻤَْﳚ ﺎﱠ
ِّﳑ ٌﺮ ْـﻴَﺧ َﻚِّﺑَر ُﺖَْﲪَرَو 
ۗ
 ِﺮْﺨُﺳ ﺎًﻀْﻌَـﺑ ﻢُﻬُﻀْﻌَـﺑ  
Terjemahannya: 
“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara 
mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan 
sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka 
dapat mempergunakan sebagian yanglain.dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang 
mereka kumpulkan.27 
 Dan terdapat pula firman Allah dalam QS.al-Baqarah/1:233 
 
 ُﻟْﻮَﻤْﻟا ﻰَﻠَﻋَو 
ۚ
َﺔَﻋﺎَﺿﱠﺮﻟا ﱠﻢُِﺘﻳ نَأ َدَاَرأ ْﻦَﻤِﻟ 
ِْۖﲔَﻠِﻣﺎَﻛ ِْﲔَﻟْﻮَﺣ ﱠﻦُﻫَدَﻻَْوأ َﻦْﻌِﺿْﺮُـﻳ ُتاَﺪِﻟاَﻮْﻟاَو۞ ـُﻗِْزر ُﻪَﻟ ِدﻮ ﱠﻦُﻬُـﺗَﻮْﺴَِﻛو ﱠﻦُﻬ
 َو ِۚﻩِﺪَﻟَﻮِﺑ ُﻪﱠﻟ ٌدﻮُﻟْﻮَﻣ َﻻَو ﺎَﻫِﺪَﻟَﻮِﺑ ٌةَﺪِﻟاَو ﱠرﺎَﻀُﺗ َﻻ 
ۚ




َﻚِﻟ َٰذ ُﻞْﺜِﻣ ِثِراَﻮْﻟا ﻰَﻠَﻋ
 َحﺎَﻨُﺟ َﻼَﻓ ٍرُوﺎَﺸَﺗَو ﺎَﻤُﻬ ْـﻨ ِّﻣ ٍضَاﺮَـﺗ ﻦَﻋ ًﻻﺎَﺼِﻓ اَدَاَرأ اَذِإ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ َحﺎَﻨُﺟ َﻼَﻓ ْﻢَُﻛدَﻻَْوأ اﻮُﻌِﺿْﺮَـﺘْﺴَﺗ َنأ ْﱡﰎدََرأ ْنِإَو 
ۗ
ﺎَﻤِﻬْﻴَﻠَﻋ
  ٌﲑِﺼَﺑ َنﻮُﻠَﻤْﻌَـﺗ َﺎِﲟ َ ﱠ ا ﱠنَأ اﻮُﻤَﻠْﻋاَو َ ﱠ ا اﻮُﻘـﱠﺗاَو 
ِۗ
فوُﺮْﻌَﻤْﻟ ِ ﻢُﺘ ْـﻴَـﺗآ ﺎﱠﻣ ﻢُﺘْﻤﱠﻠَﺳ  
Terjemahannya : 
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang 
ingin menyempurnakan penyusuan.dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian 
kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 
kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan 
seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.apabila keduanya 
ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, 
Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang 
lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang 
patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa 
yang kamu kerjakan.28 
 
B. Dasar Hukum Sewa Menyewa 
 Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah 
merupakan muamalah yang telah di syariatkan dalam Islam.Hukum asalnya menurut jumhur 
ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh 
syara’ berdasarkan ayat al-Qur’an, hadis-hadis nabi dan ketetapan ijma’ ulama. 
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 Sebagaimana telah disebutkan bahwa sewa menyewa mempunyai peran penting dalam 
kehidupan manusia guna meringankan salah satu pihak atau salin meringankan antar sesama 
serta termasuk salah satu bentuk kegiatan tolong menolong yang dianjurkan oleh agama. 
 Para fuqaha sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang dibolehkan oleh syara’ kecuali 
beberapa ulama, serti abu bakar, Al-asham, Ismail Bin’ Aliyah Hasan Al-Basri, Al-Qasyiani, 
Nahrahwani, dan Ibnu Kisan.29 
Para ulama tersebut tidak boleh membolehkan ijarah karna ijarah adalah jual beli manfaat, 
sedangkan manfaat dilakukannya akad, tidak bisa diserah terimakan.Setelah beberapa waktu 
barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sesuatu yang tidak ada pada akad tidak 
boleh diperjual belikan, akan tetapi pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa 
manfaat  maupun pada waktu akad belum ada tetapi biasanya manfaat akan terwujud.30 
 Oleh karna itu, ulama fiqih menyatakan bahwa dasar hukum diperolehkan akad sewa 
menyewa adalah al-Qur’an, As- Sunnah dan ijma’ para ulama. 
Dibawah ini akan diuraikan beberapa dasar hukum dari sewa menyewa diantaranya adalah:  
1. Firman Allah swt dalam surat az-Zukhruf/43: 32 
 َﻗ ُﻦَْﳓ 
ۚ
َﻚَِّﺑر َﺖَْﲪَر َنﻮُﻤِﺴْﻘَـﻳ ْﻢَُﻫأ ٍتﺎَﺟَرَد ٍﺾْﻌَـﺑ َقْﻮَـﻓ ْﻢُﻬَﻀْﻌَـﺑ ﺎَﻨْﻌَـﻓَرَو 
ۚ
ﺎَﻴْـﻧ ﱡﺪﻟا ِةﺎََﻴْﳊا ِﰲ ْﻢُﻬَـﺘَﺸﻴِﻌﱠﻣ ﻢُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ ﺎَﻨْﻤَﺴ
  َنﻮُﻌَﻤَْﳚ ﺎﱠ
ِّﳑ ٌﺮ ْـﻴَﺧ َﻚَِّﺑر ُﺖَْﲪَرَو 
ۗ
 ِﺮْﺨُﺳ ﺎًﻀْﻌَـﺑ ﻢُﻬُﻀْﻌَـﺑ َﺬِﺨﱠﺘَـِّﻴﻟ  
Terjemahannya: 
”Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara 
mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan 
sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 
mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang 
mereka kumpulkan.31 
2. Firman Allah dalam surat al-Baqarah/2:233 
 ُﻟْﻮَﻤْﻟا ﻰَﻠَﻋَو 
ۚ
َﺔَﻋﺎَﺿﱠﺮﻟا ﱠﻢُِﺘﻳ نَأ َدَاَرأ ْﻦَﻤِﻟ 
ِْۖﲔَﻠِﻣﺎَﻛ ِْﲔَﻟْﻮَﺣ ﱠﻦُﻫَدَﻻَْوأ َﻦْﻌِﺿْﺮُـﻳ ُتاَﺪِﻟاَﻮْﻟاَو۞ ﱠﻦُﻬُـﺗَﻮْﺴَِﻛو ﱠﻦُﻬُـﻗِْزر ُﻪَﻟ ِدﻮ
 َﻻَو ﺎَﻫِﺪَﻟَﻮِﺑ ٌةَﺪِﻟاَو ﱠرﺎَﻀُﺗ َﻻ 
ۚ




َﻚِﻟ َٰذ ُﻞْﺜِﻣ ِثِراَﻮْﻟا ﻰَﻠَﻋَو ِۚﻩِﺪَﻟَﻮِﺑ ُﻪﱠﻟ ٌدﻮُﻟْﻮَﻣ 
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 َدَﻻَْوأ اﻮُﻌِﺿْﺮَـﺘْﺴَﺗ َنأ ْﱡﰎدََرأ ْنِإَو 
ۗ
ﺎَﻤِﻬْﻴَﻠَﻋ َحﺎَﻨُﺟ َﻼَﻓ ٍرُوﺎَﺸَﺗَو ﺎَﻤُﻬ ْـﻨ ِّﻣ ٍضَاﺮَـﺗ ﻦَﻋ ًﻻﺎَﺼِﻓ اَدَاَرأ اَذِإ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ َحﺎَﻨُﺟ َﻼَﻓ ْﻢُﻛ
 ُﺘ ْـﻴَـﺗآ ﺎﱠﻣ ﻢُﺘْﻤﱠﻠَﺳ  ٌﲑِﺼَﺑ َنﻮُﻠَﻤْﻌَـﺗ َﺎِﲟ َ ﱠ ا ﱠنَأ اﻮُﻤَﻠْﻋاَو َ ﱠ ا اﻮُﻘـﱠﺗاَو 
ِۗ
فوُﺮْﻌَﻤْﻟ ِ ﻢ  
Terjemahannya :  
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang 
ingin menyempurnakan penyusuan.dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian 
kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 
kesanggupannya.janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan 
seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya 
ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, 
Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang 
lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang 
patut. bertakwalahkamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa 
yang kamu kerjakan.32 
 
3. Firman Allah dalam surat al-Qashash/28: 26 
  ُﲔِﻣَْﻷا ﱡيِﻮَﻘْﻟا َتْﺮَﺟْﺄَﺘْﺳا ِﻦَﻣ َﺮ ْـﻴَﺧ ﱠنِإ 
ۖ
ُﻩْﺮِﺟْﺄَﺘْﺳا ِﺖََﺑأ َ َﺎُﳘاَﺪْﺣِإ ْﺖَﻟَﺎﻗ  
Terjemahannya: 
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:"Ya bapakku ambillah ia sebagai orang 
yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 
untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".33 
 
4. Firman Allah dalam surat At-Taalaq/65: 6 
 َْﲪ ِتَﻻُوأ ﱠﻦُﻛ نِإَو 
ۚ
ﱠﻦِﻬْﻴَﻠَﻋ اﻮُﻘِّﻴَﻀُِﺘﻟ ﱠﻦُﻫوﱡرﺎَﻀُﺗ َﻻَو ْﻢُِﻛﺪْﺟُو ﻦِّﻣ ﻢُﺘﻨَﻜَﺳ ُﺚْﻴَﺣ ْﻦِﻣ ﱠﻦُﻫﻮُﻨِﻜْﺳَأ ﱠﻦِﻬْﻴَﻠَﻋ اﻮُﻘِﻔَﻧَﺄﻓ ٍﻞ
 ﱠﻦُﻫَرﻮُﺟُأ ﱠﻦُﻫُﻮﺗﺂَﻓ ْﻢُﻜَﻟ َﻦْﻌَﺿَْرأ ْنَِﺈﻓ 
ۚ
ﱠﻦُﻬَﻠَْﲪ َﻦْﻌَﻀَﻳ ٰﱠﱴَﺣ   ٰىَﺮْﺧُأ ُﻪَﻟ ُﻊِﺿْﺮُـﺘَﺴَﻓ ُْﰎْﺮَﺳﺎَﻌَـﺗ نِإَو 
ٍۖ
فوُﺮَْﻌِﲟ ﻢُﻜَﻨ ْـﻴَـﺑ اوُﺮ
َِﲤْأَو  
Terjemahanya: 
“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut 
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk itu sedang hamil, Maka 
berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka 
menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui 
kesulitan Maka perempuan lain boleh  menyusukan (anak itu) untuknya.34 
 
5. Al- Hadist HR. Bukhari No. 2119 
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  ُلﻮُﻘَـﻳ ُﻪْﻨَﻋ ُ ﱠ ا َﻲِﺿَر ﺎًﺴََﻧأ ُﺖْﻌ
َِﲰ َلَﺎﻗ ٍﺮِﻣﺎَﻋ ِﻦْﺑ ِوﺮْﻤَﻋ ْﻦَﻋ ٌﺮَﻌْﺴِﻣ ﺎَﻨَـﺛﱠﺪَﺣ ٍﻢْﻴَﻌُـﻧ ُﻮَﺑأ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ َﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُ ﱠ ا ﻰﱠﻠَﺻ ﱡِﱯﱠﻨﻟا َنﺎَﻛ ُﻢِﺠَﺘَْﳛ َﻢﱠﻠ
 َُﻩﺮْﺟَأ اًﺪَﺣَأ ُﻢِﻠَْﻈﻳ ْﻦُﻜَﻳ َْﱂَو 
 
Terjemahan :Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'aim] telah menceritakan kepada kami 
Mis'ar dari Amru bin 'Amir berkata; Aku mendengar [Anas radliallahu 'anhu] 
berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan Beliau tidak pernah 
menzhalimi upah seorangpun.35 
 Pada dasarnya hukum sewa menyewa adalah boleh, namun tidak selamanya kebolehan 
dapat berlangsung.Dikatakan bolehnya sewa menyewa tersebut, selama di dalam masa sewa 
menyewa tersebut tidak terdapat unsur-unsur penipuan dan sebagainya.Jika sebaliknya, yaitu 
dapatnya unsur-unsur penipuan dan sebagainya, maka hukum sewa menyewa tersebut menjadi 
dilarang, seperti menyewakan tanah pertanian milik orang lain, menyewakan barang-barang yang 
tidak bisa diambil atau tidak dipergunakan manfaatnya. 
 Adanya sewa menyewa seperti ini tetap dilarang oleh syari’at Islam, walaupun 
keuntungan/manfaatnya dapat diperoleh kedua pihak, akan tetapi dapat merugikan pihak yang 
lain, seperti masyarakat sekitarnya terlebih-lebih melanggar syari’at Islam. Hal ini sesuai dengan 
firman Allah swt dalam suratAl-Maidah/5:2 yang berbunyi: 
 َو َِﺪﺋَﻼَﻘْﻟا َﻻَو َيَْﺪْﳍا َﻻَو َمَاَﺮْﳊا َﺮْﻬﱠﺸﻟا َﻻَو ِﱠ ا َِﺮﺋﺎَﻌَﺷ اﻮﱡﻠُِﲢ َﻻ اﻮُﻨَﻣآ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ َ ﻦِّﻣ ًﻼْﻀَﻓ َنﻮُﻐَـﺘ ْـﺒَـﻳ َمَاَﺮْﳊا َﺖْﻴَـﺒْﻟا َﲔ
ِّﻣآ َﻻ
 َِﻣﺮَْﳚ َﻻَو 
ۚ
اوُدَﺎﻄْﺻَﺎﻓ ْﻢُﺘْﻠَﻠَﺣ اَذِإَو 
ۚ
 ًاَﻮِْﺿرَو ْﻢِِّ ﱠر ِِّﱪْﻟا ﻰَﻠَﻋ اُﻮﻧَوﺎَﻌَـﺗَو 
ۘ
اوُﺪَﺘْﻌَـﺗ نَأ ِمَاَﺮْﳊا ِﺪِﺠْﺴَﻤْﻟا ِﻦَﻋ ْﻢُﻛوﱡﺪَﺻ نَأ ٍمْﻮَـﻗ ُنﺂَﻨَﺷ ْﻢُﻜﱠﻨ








“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan 
jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-
binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-
orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari 
Tuhannya dan  apabilakamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan 
janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-
halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan 
tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.36 
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 Oleh karena itu, penggunaan kekayaan dilarang untuk kepentingan yang menentang 
Allah swt, tetapi lebih dianjurkan untuk tolong menolong dalam berbuat kebajikan. Dengan 
demikian, ketakwaan kepada Allah swt merupakan Prinsip yang paling awal dan utama dalam 
hal-hal penggunaannya lebih tepat dan sesuai menurut syari’at Islam, akan lebih menambah 
berkahnya harta yang dianugrahkan oleh Allah swt tersebut. 
 Dari beberapa keterangan diatas, maka jelaslah diketahui, bahwa dasar tidak 
dibolehkannya sewa menyewa untuk dilaksanakan adalah Al- Qur’an dan hadis Nabi saw. 
Dimana dasar-dasar hukum yang dikemukakan tersebut secara keseluruhannya menunjukkan 
kebolehan untuk melakukan sewa menyewa, baik sewa menyewa rumah, tanah pertanian, dan 
lain-lain sebagainya yang dapat dijadikan untuk memperoleh manfaat dalam kehidupan manusia. 
 
C. Syarat Syarat Rukun Akad Sewa Menyewa 
Dalam melaksanakan suatu akad sewa menyewa terdapat syarat dan rukun yang harus 
dipenuhi. Sebelum mengetahui syarat dan rukun tersebut kita harus mengetahuiapa itu syarat dan 
rukun itu sendiri. Secara bahasa,syarat adalah ” ketentuan (peraturan,petunjuk) yang harus di 
indahkan dan dilakukan” sedangkanrukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu 
pekerjaan,”.37 
Dalam syari’ah,syarat, rukun sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. 
Secara definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan rukun syar’i dan ia 
berada dalam hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukumpun tidak ada. Definisi 
rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan 
tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu  itu.38 
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Perebedaan antara syarat dan rukun menurut ushul fiqhi, bahwasyarat merupakan sifat yang 
kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri, sedangkan 
rukun merupakan sifat kepadanya tergantung.39 
 Menurut ulama Hanafi, rukun sewa menyewa itu hanya ijab dan qabul saja, mereka 
mengatakan: Adapun sewa menyewa  adalah ijab dan qabul, sebab seperti apa yang telah kamu 
ketahui terdahulu bahwa yang dimaksudkan dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam 
hakekat, dan hakekat aqad sewa menyewa adalah sifat yang dengannya tergantung kebenarannya 
(sahnya) sewa menyewa tergantung padanya, seperti pelaku aqad dan obyek akad. Maka ia 
termasuk syarat untuk terealiasasinya hakekat sewa menyewa.40 
1. Syarat Rukun Akad 
Pendapat mengenai rukun perikatan atau sering disebut juga dengan rukun akad dalam 
Hukum Islam beraneka ragam di kalangan para ahli fiqih.Di kalangan mazhab Hanafi 
berpendapat, bahwa rukun akad hanya sighat al-‘aqd, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat akad  
adalahal-‘aqidain (subjek hukum) dan mahallul’aqd (objek akad). Alasannya adalah al-
‘aqidaindan mahallul’aqdbukan merupakan bagian dari tasharruf aqad (perbuatan hukum akad). 
Kedua hal tersebut berada diluar perbuatan akad. Berbeda halnya dengan pendapat dari kalangan 
imam mazhab Syafi’i termasuk imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Syihab Al-
Karakhi, bahwa al-‘aqidaindan mahallul’aqdtermasuk rukun akad karna kedua hal tersebut 
merupakan salah satu piler utama dalam teganknya akad.41 
Ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun: 
1. Orang yang berakad (‘aqid) 
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Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa.Orang yang memberikan upah yang 
menyewakan disebut mu’ajjir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu 
yang menyewa sesuatu disebut musta’jir.42 
2. Objek akad atau sesuatu yang dilakukan (ma’qud ‘’alaih) 
Yaitu mencakup dalam bentuk ma’jur dan ujrah atau ajjaran sesuatu benda yang diakadkan 
untuk dapat diberikan pengganti manfaat dari benda yang disewakan tersebut,sehingga tidak 
dapat menimbulkan sesuatu masalah yang tidak diinginkan setelah terjadi akad diantara 
kedua belah pihak. 
3. Shighat al-‘aqad(ijab dan qabul) 
Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (sighatul-‘aqd), terdiri dari ijab dan 
qabul. Dalam hukum perjanjian Islam ijab dan qabul dapat melalu: 1) ucapan, 2) utusan dan 
tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama 
dengan ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus 
menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan. 
 Selain ketiga rukun tersebut yang dikemukakan oleh jumhur ulama Mustafa Az-Zarqa 
menambah maudhu’ul ‘aqad (tujuan akad).Menurut Nazrun Haroen menjelaskan shighat al-aqad 
merupakan rukun akad yang terpenting karna melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap 
pihak yang melakukan akad.Shighat akad ini di wujudkan melalui ijab dan qabul. Dalam 
kaitannya ijab dan qabul ini para ulama fiqih mengsyaratkan: 
a) Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas sehingga dapat di kehendaki, karna 
akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran. Seperti akad jual beli upah mengupa, pinjam 
meminjam, kerja sama dan sebagainya. 
b) Antara ijab dan qabul terdapat kesusaian, maksudnya antara yang berijab dan yang 
menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata ”aku serahkan benda ini 
kepadamu sebagai titipan”. Tetapi yang mengucapkan qabul berkata “aku terima benda ini 
                                                          





sebagai  pemberian” adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan qabul akan menimbulkan 
persengketaan yang dilarang oleh islam karna bertentangan dengan istilah atau kedamaian 
antara manusia  
c) Pernyataan ijab dan qabul itu mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara 
pasti, tidak ragu-ragu.43 
Maksudnya ialah menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang 
bersangkutan, tidak terpaksa, tidak karna diancam, atau tidak di takut-takuti oleh orang lain. 
Adapaun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad 
tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti dan termasuk kedalam syarat-syarat 
akad. 
 
Syarat-syarat akad yang dibicarakan dalam topik ini ada empat macam : 
a) Syarat in’iqad (terjadinya akad) 
Syarat in’iqad adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad 
dalam zatnya sah menurut syara’.Apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal. 
Syarat ini ada dua macam : 
a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam berbagai akad. 
Syarat inimeliputi syarat dalam shighat ‘aqid, objek akad, dan ini sudah dibicarakan dalam 
uraian terdahulu. 
b. Syarat bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. 
Syarat khusus ini bisa juga disebutidhafi(tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat 
umum, seperti syarat adaya saksi dalampernikahan. 
b) Syarat Sah 
Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara’ untuk timbulnya akibat-akibat hukum 
dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi fasid,tetapi tetap sah 
                                                          





dan eksis.contohnya sepeti dalam jual beli disyaratkan oleh Hanifiah, terbebas dari salah satu 
‘aib’ (cacat) yang enam, yaitu : 
1. Jahalah (ketidak jelasan) 
2. Iqrah (paksaan) 
3. Tauqid (pembatasan waktu 
4. Gharar (tipuan atau ketidak pastian) 
5. Dharar (kerusakan atau kerugian) 
6. Syarat yang fasid. 
 
c) Syarat nafadz (kelangsungan akad) 
 Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat : 
1. Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang melakukan akad haruspemilik 
barabg yang menjadi objek akad, atau mempunyai kekuasaan (perwakilan). Apa bila 
tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa 
dilangsungkan melaikan maukuf (ditangguhkan), bahkan menurut Asy-Syafi’i dan 
Ahmad, akadnya batal. 
2. Dalam objek akad tidak ada hak orang lain. Apa bila didalam barang yang menjadi 
obejek akad terdapat hak orang lain, maka akadnya mauquf, tidak nafidz.Hak orang lain 
tersebut ada 3 macam yaitu: 
a. Hak orang lain tersebut berkaitan dengan jenis barang yang menjadi objek akad, seperti 
menjual barang milik orang lain. 
b. Hak tersebutberkaitan dengan nilai dari harta yang mejadi objek akad, seperti tasarruf 
orang yang failed yang belum dikatakan mahjur ‘alai’ terhadap hartanya yang mengakibatkan 





c. Hak tersebut berkaitan dengan kemaslahatan ‘si akid’ bukan dengan barang yang menjadi 
objek akad. Seperti tassaruf orang yang memiliki ahliyatul ada yang tidak sempurna 
(Naqishah) yang telah dinyatakan mahjur ‘alai’ 
 
d)  Syarat Luzum 
 Pada dasar setiap akad itu sifatnya mengikat (lazim). Untukmengikatnya (lazim-nya) suatu 
akad, seperti jual beli dan ijarah, disyaratkan tidak adanya kesempatan khiyar ru;yat, maka akad 
tersebut tidak mengikat (lazim) bagi orang yang memiliki hak khiyar tersebut. Dalam kondisi 
seperti ini ia boleh membatalkan akad atau menerimanya.44 
 
Adapun syarat-syarat al-Ijarah sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen: 
1. Yang terkaitan dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah 
disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak 
berakal seperti anak kecil dan orang gila,  menyewakanharta mereka atau diri mereka 
(sebagai buruh), menurut mereka , al-ijarahnya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan 
Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad tidak harus mencapai usia baligh. 
Oleh karenanya anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan al-ijarah hanya 
pengesahannya perlu persetujuan walinya. 
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya melakukan akad al-ijarah. Apabila 
salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini maka akad al-ijarahnya tidak sah. Hal 
ini sesuai dengan firman Allah swt  QS. An-Nisa/4: 29 : 
 ِّﻣ ٍضَاﺮَـﺗ ﻦَﻋ ًةَرﺎَِﲡ َنﻮُﻜَﺗ نَأ ﱠﻻِإ ِﻞِﻃﺎَﺒْﻟ ِ ﻢُﻜَﻨ ْـﻴَـﺑ ﻢُﻜَﻟاَﻮَْﻣأ اﻮُﻠُﻛْ َ َﻻ اﻮُﻨَﻣآ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ َ ﱠنِإ 
ۚ
ْﻢُﻜَﺴُﻔَﻧأ اﻮُﻠُـﺘْﻘَـﺗ َﻻَو 
ۚ
ْﻢُﻜﻨ
  ﺎًﻤﻴِﺣَر ْﻢُﻜِﺑ َنﺎَﻛ َ ﱠ ا  
Terjemahannya : 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta  dengan jalan 
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di 
                                                          





antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.45 
 
3. Manfaat yang menjadi objek al-ijarah harus di ketahui, sehingga tidak muncul perselisihan 
dikemudian hari. Apa bila manfaat menjadi objek tidak  jelas maka akadnya tidak sah. 
Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan 
berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya. 
a. Objek al-ijarah itu di serahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada 
cacatnya. Oleh sebab itu para ulama fiqih sepakat bahwa tidak boleh mneyewakan sesuatu 
yang tidak diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya seorang 
penyewa rumah, maka rumah itu dapat dilangsung diambil kuncinya dan dapat langsung 
dimanfaatkan. Apabila rumah itu masih berada ditangan orang lain maka akad al-ijarah 
hanya berlaku sejak rumah itu boleh diterima atau ditempati oleh penyewa kedua. 
b. Objek al-ijarah itu seuatu yang di halalkan oleh syara’. Oleh sebab itu para ulama 
fiqih sepakat mengatakan tidak boleh mengupah seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, 
mengupah seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran) dan orang Islam 
tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah 
mereka. Menurut mereka, objek sewa menyewa dalam contoh tersebut termasuk maksiat. 
4. Upah atau sewa dalam akad al-ijarah, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu 
para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam 
akad al-ijarah, karna kedua benda itu tidak bernilai dalam Islam  
5. Ulama Hanafiah mengatakan upah atau sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa.46 
 
D. Macam-Macam Akad dan Sewa Menyewa 
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 Akad dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan yang menjadi pembagiannya, misalnya 
di tinjau  dari segi sifat dan hukumnya, dari segi wataknya atau hubungan tujuan dengan 
sighatnya dan dari segi akibat-akibat hukumnya.47 
1. Macam-macam akad dilihat dari segi sifat dan hukumnya 
 Dari segi sifat dan hukumnya, akad dapat di bagi menjadi dua, yaitu akad yang sah dan akad 
yang tidak sah. 
Akad yang dapat dilaksanakan tanpa bergantung kepada hal-hal lain dapat dibagi dua yaitu, 
yang mengikat secara pasti, tidak boleh difasakh,dan yang tidak mengikat secara pasti,dapat 
difasakh oleh dua pihak ataupun oleh satu pihak. 
Akad yang tidak sah dapat dibagi dua yaitu, akad yang rusak dan akad yang batal.Kecuali 
mengenai pembagian akad yang tidak sah kepada dua macam, yaitu akad yang rusak dan akad 
yang batal, pembagian akad tersebut diatas disepakati para fuqaha. 
Pembagian akad yang tidak sah menjadi akad rusak dan batal itu berasal dari ulama-ulama 
mazhab Hanafi.48 Para ulama mazhab lain berpendapat, akad tidak sah adalah akad yang sama 
sekali dipandang tidak pernah terjadi dan oleh karenanya tidak mempunyai syarat-syarat akad 
yang sah. akad tidak sah sama saja artinya dengan akad yang rusak atau akad yang batal. 
a. Akad sah 
 Suatu akad dinamakan akad sah apabila terjadi pada orang-orang yang bercakapan, 
objeknya dapat menerima hukum akad, dan akad itu tidak terdapat hal-hal yang menjadikannya 
dilarang syara’.49Dengan kata lain, akad sah adalah akad yang dibenarkan syara’ ditinjau dari 
dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya. 
 Dalam akad sah ketentuan-ketentuan yang merupakan akibat hukumnya terjadi dengan 
seketika, kecuali ada syari’at lain. Misalnya dalam akad jual beli yang sah, setelah terjadi ijab 
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qabul, barang yang dijual menjadi milik pembeli dan harga penjualan barang menjadi milik 
penjual, kecuali apabila ada syarat khiyar.  
1) Macam macam akad sah 
 Dapat dibagi menjadi beberapa macam, akad sah yang dapat dilaksanakan tanpa 
bergantung kepada hal-hal disebut akad nafiz dan akad sah pelaksanaannya bergantung kepada 
hal-hal yang disebut akad mauquf. 
 Akad nafiz adalah akad yang terjadi antara pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan 
melakukan akad, baik kekuasaan itu asli,atau atas nama orang lain. Misalnya akad yang 
dilakukan orang berakal sehat dan telah dewasa atas nama diri sendiri menyangkut harta benda 
milik sendiri pula atau akad yang diadakan oleh wali atas nama orang dibawah perwaliannya, 
atau akad yang dilakukan oleh wakil yang mendapat kuasa dari orang yang mewakilkan. 
 Akad mauquf ialah akad yang terjadi dari orang yang memenuhi syarat tetapi tidak 
mempunyai kekuasaan melakukan akad, seperti tamyiz dan diperlakukan sama apabila akad yang 
dilakukan termasuk yang memerlukan pendapat walinya. 
  Pembagian akad sah kepada akad nafiz dan akad mauquf itu disepakati para ulama 
mazhab Hanafi dan Maliki para ulama syafi’i hanya memandang akad nafiz sebagai akad sah 
sebab sebagian syara’ akad sah menurut ulama Syafi’i orang yang melakukan akad harus 
mempunyai kekuasaan melakukan akad, mereka tidak mempunyai istilah akad sah yang mauquf. 
b. Akad batal 
Suatu akad dinamakan akad batal apabila terjadi kepada orang yang tidak memenuhi syarat-
syarat kecakapan atau objeknya tidak dapat menerima hukum akad hingga dengan demikian pada 
akad itu terdapat hal-hal yang dilarang menjadikannya syara’. Dengan kata lain akad batal adalah 
akad yang tidak dibenarkan syara’, ditinjau dari rukun-rukunnya maupun cara pelaksanaanya.50 
Akad batal dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun secara material 
pernah terjadi, yang oleh karnanya tidak mempunyai akibat hukum sama sekali. Misalnya akad 
                                                          






jual beli yang dilakukan oleh anak kecil sebelum tamyiz ataupun orang sakit, gila, dan 
sebagainya, atau oleh anak setelah tamyiz dalam hal nyata-nyata merugikannya.Akad tersebut 
dipandang batal karena hilangnya salah satu segi rukun akad, yaitu kecakapan orang yang 
melakukannya. Akad jual beli barang bukan, seperti bangkai atau akad jual beli benda yang tidak 
ternilai seperti babi dan minuman keras di pandang sebagai akad batal karna hilangnya salah satu 
segi rukun akan, yakni objek akad tidak dapat menerima rukun akad. 
c. Akad rusak 
Suatu akad disebut akad rusak apabila dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat 
kecakapan terhadap objek yang dapat menerima hukum akad,tetapi padanya ada hal-hal yang 
tidak dibenarkan syara’ misalnya dua orang melakukan akad jual beli barang dengan ketentuan 
bahwa harganya akan dibayar kemudian, tanpa ditetapkan jangka waktunya, yang kemungkinan 
timbul persengketaan belakang hari. Misalnya lagi, dua orang melakukan akad atas barang yang 
tidak dapat diketahui dengan pasti, seperti orang yang menjual salah satu dari rumah 
miliknya,tanpa diketahui dengan pasti rumah yang mana. 
Maka, akad rusak itu itu berada ditengah antara akad sah dan dan akad batal, menyerupai 
akad sah dari segi kriteria dan terjadinya, tetapi menyerupai akad batal dari segi terdapatnya hal-
hal yang merusakkan adanya larangan syara’. Oleh karenanya, akad rusak ini terdapat dua 
macam yaitu: 
a. Dalam beberapa bentuknya, akad rusak itu mempunyai akibat hukum, yaitu apabila 
kemudian diterima oleh pihak kedua. Misalnya seseorang membeli barang dengan akad 
rusak. Apabila ia telah menerima barang yang dibelinya dengan yang dibelinya dengan izin 
penjual atau dalam majelis akad, orang itu memiliki barang yang dibelinya mengingat 
bahwa akad tersebut dipandang telah terjadi. 
b. Kedua belah pihak dapat minta fasakh, atau permintaan fasakh itu dapat dilakukan hakim, 






Menurut fuqaha mazhab Hanafi, pembagian akad tidak sah menjadi akad batal dan akad 
rusak itu tidak berlaku untuk segala macam akad, tetapi hanya dalam memindahkan hal milik 
atau akad kebendaan yang mengakibatkan kewajiban timbal balik antara pihak-pihak yang 
berakad, seperti hibah, sewa menyewa, utang, belum disewakan, belum dijual dan sebagainya. 
Kebanyakan fuqahaseperti yang disebutkan dimuka membagi akad hanya menjadi dua, 
yaitu sah dan tidak sah, batal atau rusak sama saja. Akad disebut akad sah apabila memenuhi 
rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Setelah selesai akad dilakukan, ia mempunyai akibat-akibat 
hukum. Akad disebut akad tidak sah apabila tidak memenuhi rukun-rukun dan syarat-
syaratnya.51 
1. Macam akad dari segi wataknya  
Akad di tinjau dari segi waktunya atau dari hubungan hukum dan sighatnya yaitu: 
a. Akad munjaz  
Akad munjaz adalah akad yang mempunyai akibat hukum seketika setelah terjadi ijab dan 
qabul.Jika akad sudah dipandang selesai seperti dalam akad jual beli, sewa menyewa, dan 
sebagainya dengan adanya ijab qabul dalam pihak-pihak bersangkutan, selesailah akad yang 
dimaksud.Masing-masing pihak terkena kewajiban. 
b. Akad bersandar kepada waktu mendatang akad bersyarat 
Yang dimaksud dengan akad bersandar adalah apabila suatu akad tidak dilaksanakan seketika, 
yakni ada dua kemnungkinan yang terjadi, bersandar kepada waktu yang mendatang atau  
bergantung adanya syarat. Akad bersyarat ialah suatu akad yang digantungkan atas adanya syarat 
tertentu, akad dianggap sempurna apabila syarat sudah terpenuhi. 
c. Akad fauri  
Akad fauri yaitu akad yang dapat dilakukan segera setelah terjadinya dalam artian bahwa tujuan 
akad akan tercapai setelah terjadi ijab dan qabul seperti jual beli barang tunai. Sedangkan akad 
mustamir adalah pelaksaannya.52 
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       Akad ijarah dilihat dari segi objeknya menurut ulama fiqhi dibagi menjadi dua: 
1. Ijarah yang bersifat manfaat disebut juga sewa menyewa dalam ijarah bagian pertama ini, 
objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda misalnya, sewa menyewa rumah, toko, 
kendaraan, pakean pengantin, dan perhiasan. 
2. Ijarah yang bersifat pekerjaan di sebut juga upah mengupah dalam ijarah bagian kedua ini 
objek akadnya adalah pekerjaan seseorang. Dengan cara mempekerjakan seseorang untuk 
melakukan pekerjaan. Dalam hal ini ijarah semacam ini di perbolehkan seperti buru 
bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain.53 
 Para ulama berpendapat bahwa persewaan itu ada dua macam seperti yang disebut diatas, 
sebagai analog (qiyas) dengan jual beli diantara syarat persewaan dalam tanggupan ialah tentang 
sifat-sifat barang itu.Sedangkan barang yang kongkret syarat persewaannya dapat dilihat dengan 
jelas sifat-sifatnya seperti halnya dengan barang- barang jual beli. 
 Tentang penyewaan binatang seperti unta, sapi, dan hewan lain, imam Malik 
membolehkan seseorang menyewakanbinatang pejantannya untuk kawin beberapa kali, tetapi 
Abu Hanifah dan Imam Syafi’i melarangnya.Fuqaha yang melarang beralasan karena adanya 
larangan menyewakan binatang pejantan, sedangkan fuqaha yang membolehkan menyamakan 
penyewaan binatang itu dengan manfaat yang lain, alasan ini dianggap lemah karena lebih 
menguatkan qiyas dari pada riwayat.Termasuk dalam hal ini adalah menyewakan anjing baik 
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BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH 
 
A. Kehidupan Imam Abu Hanifah  
          Nama lengkap Imam Abu Hanifah adalah an-Numan bin Tsabit yaitu nama sewaktu 
Abu Hanifah masih kecil (lahir). Di lahirkan di Kufah tahun 80  H / 699 M dan wafat di Bagdad 
tahun 150 H / 767 M.55 Dan seorang ahli fikih berkebangsaan Irak. Ia pernah merasakan hidup di 
zaman sahabat dan meriwayatkan hadits dari tujuh sahabat. Imam Abu Hanifah adalah salah 
seorang tokoh ulama dan imam dari empat mazhab. Maulana (mantan budak) Taimullah bin 
Tsa’labah. Keturunan Hamzah Az-Ziyat.Beliau berprofesi sebagai pedagang pakaian. Berasal 
dari kabul. Namun ada yang mengatakan dari Babil: dari Anbar, dari Nasa: dan ada pula yang 
mengatakan dari Tirmidz.56 
       Pada masa beliau dilahirkan, pemerintah Islam sedang ditangan kekuasan Abdul Malik 
bin Marwan (raja Bani Ummayah yang ke V) dan beliau meninggal dunia pada masa khalifah 
Abu Ja’far Al-Mansur. 
Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan “al-Imam al-A’zham” 
yang berarti imam besar. Dia diberi gelar Abu Hanifah karena diantara 
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putranya ada yang bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama 
panggilan bagi ayahnya dengan memkai kata (Bapak / Ayah), sehingga dikenasebagai 
Abu Hanifah. Menurut riwayat lain dia dikenal sebagai Abu Hanifah, karena begitu 
taatnya dia beribadah kepada Allah, yaitu berasal dari kata bahasa Arab Haniif yang 
berarti condong atau cenderung kepada yang benar. 
    Suatu hari,  ketika Abu Hanifah tengah melintas rumah Imam Sya’bi. Seorang 
ulama terpelajar dari Kufah, Sya’bi keliru dan menganggapnya sebagai pelajar dan 
bertanya:” Hendak kemana engkau, hai anak muda?”Abu Hanifah lalu menyebutkan 
saudagar yang hendak ditemuinya.Maksud pertanyaanku, lanjut Sya’bi, “siapa 
gurumu?’’Jawab Abu Hanifah,”tidak seorang pun”. Kemudian Sya’bi itu seakan-akan 
memercikkan cahaya baru dihati sanubari Abu Hanifah, setelah itu ia pun mulai giat 
belajar sehingga menjadi salah seorang imam besar di lapangan fiqih dan hadits.57 
Abu Hanifah hidup selama 52 tahun pada masa dinasti Umayyah dan 18 tahun 
pada masa Abassiyah.Selama hidupnya, dia melakukan ibadah haji 55 kali.58 Alih 
kekuasaan dari Umayyah yang runtuh kepada Abbasiyyah yang naik tahta, terjadi di 
Kufa sebgai ibu kota Abassiyah sebelum pindah ke Baghdad. Kemudian Baghdad 
dibangun oleh khalifah kedua Abbasiyah, Abu Ja’far al-Mansyur ( 754-775 M ), 
sebagai ibu kota kerajaan pada tahun 762 M.  
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Dari perjalanan hidupnya itu, Abu Hanifah sempat menyaksikan tragedi- 
tragedi besar di Kufah. Disatu segi, kota Kufah memberi makna dalam kehidupannya 
sehingga menjadi salah seorang ulama besar dan al-Imam al-A’azham. Disisi lain ia 
merasakan kota Kufah sebagai kota teror yang diwarnai pertentangan politik. Kota 
Bashrah dan Kufah di Irak dilahirkan banyak ilmuan dalam berbagai bidang; seperti 
ilmu sastra, teologi, tafsir, fiqh, hadits, dan tasawuf. Kedua kota berseejarah ini 
mewarnai intelektual Abu Hanifah ditengah berlangsungnya proses transformasi 
sosio-kultural, politik dan pertentangan tradisional antara suku Arab Utara, Arab 
Selatan dan Persi. Oleh sebab itu pola pemikiran Abu Hanifah dalam penetapan 
hukum, sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta 
pendidikannya, juga tidak terlepas dari sumber hukum yang ada.59. 
  
B.  Pendidikan Imam Abu Hanifah  
 Pada mulanya abu hanifah adalah seorang pedagang, karena ayahnya adalah 
seorang pedagang besar dan pernah bertemu dengan Ali ibn Abi Thalib.Pada waktu 
itu Abu Hanifah belum memusatkan perhatian kepada ilmu, turut berdagang ke pasar, 
menual kain sutra. Disamping berniaga ia tekun menghafal al-Qur’an dan amat gemar 
membacanya. Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang 
mengenalnya, karena asy-Sya’bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan 
perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran asy-Sya’bi mulailah Abu Hanifah terjun 
                                                          






ke lapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepas usahanya sama sekali. 
Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qiraat, hadits, nahwu, sastra, sya’ir, teologi 
dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Karena ketajaman pemikirannya, ia 
sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.  
Selanjutnya Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan 
pusat perhatian para ulama fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah yang 
dirintis Oleh Abdullah Ibn Mas’ud ( wafat 63 H / 682 M ) kepemimpinanan Madrasah Kufah 
beralih kepada Ibrahim al-Nakha’I, lalu Muhammad Ibn Abi Sulaiman al-Asy’ari ( wafat 120 H 
). Hammad Ibn Sulaiman adalah seorang besar ( terkemuka ) ketika itu. Ia murid dari Alqamah 
Ibn Qais dan al-Qadhi Syuri’ah, keduanya adalah tokoh dan pakar fiqh yang terkenal di Kufah. 
Dari golongan tabi’in dari Hamdan Ibn Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadits. 
Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijjaz untuk mendalami fiqh dan hadits sebagai 
nilai tambahan dari apa yang diperoleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, majelis Madrasah 
Kufah sepakat mengangkat Abu Hanifah sebagai kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdi dan 
banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh, fatwa-fatwa itu merupakan dasar utama dari 
pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini. 60 
       Kufah dimasa itu adalah suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat 
berkembang kebudayaan lama. Disana diajarkan filsafah Yunani, Persia dan disana pula sebelu 
timbul beberapa mazhab Nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah serta didiami oleh 
aneka bangsa. Di Kufah dikala itu terdapat halaqa ulama: pertama, halaqah untuk bermudzakarah 
dalam bidang fiqh. Dan Abu Hanifah berkonsentrasi kepada bidang fiqh.61 
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    Abu Hanifah tidak menjauhi bidang-bidang lain. Ia menguasai bidang qira’at, bidang 
arabiyah, budang ilmu kalam. Dia turut berdiskusi dalam bidang kalam dan menghadapi partai-
partai keagamaan yang tumbuh pada waktu itu.Pada akhirnya dia menghadapi fiqh dan 
mengucapkan segala daya akal untuk fiqh dan perkembangannya. 
Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Barsah Abu Hanafiah pergi ke Mekkah 
dan Madinah sebagai pusat dari ajaran agama Islam. Lalu tergabung sebagai murid dari ulama 
terkenal Atha’ bin Abi Rabah.62 
     Guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan “tabi’in” (golongan yang hidup pada masa 
kemudian para sahabat Nabi). Diantara mereka itu ialah Imam Atha’bin Abi Raba’ah (wafat pada 
tahun 114 H), Imam Nafi’maula Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H), dan lain-lain lagi.Adapun 
orang alim ahli fiqh yang menjadi guru beliau yang paling mashyur ialah Imam Hamdan bin Abu 
sulaiman (wafat pada tahun 120 H), Imam Hanafi berguru kepada beliau sekitar 18 tahun. 
    Jika Abu Hanifah sudah berguru kepada Hammad bin Abu Sulaiman selama 18 tahun, dan 
ketika gurunya meninggal dunia, Abu Hanifah berusia 40 tahun, maka Abu Hanifah telah 
berguru kepadanya sejak usia 22 tahun.kemudian ia mengajar di halaqanya untuk 
menggantikannya.63 
Abu Hanifah adalah gudang ilmu, dan menerima isi ilmu, bukan kulitnya, dan mengetahui 
masalah-masalah yang tersembunyi, dapat dikeluarkannya dari tempatnya.Dia telah 
menggoncangkan masa dengan ilmunya, dengan fikirannya, dan dengan diskusinya.Dia 
berdiskusi dengan ulama-ulama kalam, dia menolak paham-paham mereka yang tidak 
disetujuinya.Dia mempunyai musnad dalam bidang kalam, bahkan ada mencapai puncak tinggi 
dalam bidang fiqh dan tahrij, dan menggali illat-illat hukum. Memang dia amat baik menghadapi 
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hadits, dia ungkapkan illat-illatnya dan memperhatikan apa yang yersirat pada kata-kata itu, dan 
dia memandang uruf sebagai suatu dasar hukum. 
 Adapun faktor-faktor Abu Hanifah mencapai ketinggian ilmu dan yang mengarahkannya 
ialah: 
1. Guru-guru yang mengarahkannya dan menggariskan jalan yang dilaluiny, atau 
menampakkan kepadanya aneka rupa jalan, kemudian Abu Hanifah mengambil salah 
satunya. 
2. Kehidupan pribadinya, pengalaman-pengalaman dan penderitaan-penderitaannya yang 
menyebabkan dia menempuh jalan itu hingga keujungnya. 
3. mempengaruhi sifat-sifat pribadinya. Pengalaman-pengalaman dan penderitaan-
penderitaannya yang menyebabkan dia menempuh jalan itu hingga keujungnya. 
4. Masa yang mempengaruhinya dan lingkungannya yang dihayatinya yang mempengaruhi 
sifat-sifat pribadinya. 
Abu Hanifah memiliki sifat-sifat yang mendudukknya ke puncak ilmu diantara para 
ulama. Sifat-sifat yang dimiliki Abu Hanifah itu diantaranya: 
1. Seorang yang teguh pendirian, yang tidak dapat diombang ambingkan pengaruh-pengaruh 
luar 
2. Berani mengatakan salah terhadap yang salah, walaupun yang disalahkan itu seorang besar, 
pernah dia mengatakan Ah-Hasan al-Bisri. 
3. Mempunyai jiwa merdeka, tidak mudah larut dalam pribadi orang lain. Hal ini telah 
disarankan oleh gurunya Hamdan. 







C. Karya-karya Imam Abu Hanifah 
 Imam Abu Hanifah adalah seorang yang ahli tentang fiqh, keahliannya jarang didapat 
tandingannya pada masa itu, dan juga ahli tentang ilmu kalam.Maka dikalah beliau masih hidup 
tidak sedikit para ulama yang menjadi murid atau berguru kepada belaiau, dan tidak sedikit juga 
para cerdik pandai yang ikut mengambil atau menghisap ilmu pengetahuan beliau. Oleh sebab itu 
dikalah beliau telah wafat, diantara para ulama terkenal menajadi sahabat karib beliau seperti 
Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan, Imam Hasan bin ziyad dan lainnya. Meskipun 
mereka dari sebagian masalah-masalah hukum keagamaan yang menyalahi, ada yang berlawanan 
dan adapula yang berbeda pendapat atau buah fikiran beliau: tetapi sebagian besar mereka itu 
telah menyepakati sesuai dengan jalan yang di tempuh atau dilalui beliau.64 
      Menurut riwayat, bahwa para Ulama Hanafi (yang bermazhab Hanafi) telah mebagi 
masalah “fiqh” bagi mazhab ada tiga bagian atau tingkatan, yaitu: tingkatan pertama dinamakan 
“Masa-Ilu-Usul”; tingkatan kedua dinamakan “Masa-Ili-Nawadir”, dan tingkatan ketiga 
dinamakan “al-Fatwa wal Waqi’at.65 
 Yang dinamakan dengan “Masa-Ilu-usul” itu kitabnya dinamakan “Dlahirur-
riwayah”.Kitab ini berisi masalah-masalah yang diriwayatkan dari Imam Hanafi dan sahabat-
sahabatnya yang terkenal, seperti Abu Yusuf dan lain-lainya.Tetapi dalam kitab ini berisi 
masalah-masalah keagamaan, yang sudah dikatakan, dikupas dan ditetapkan oleh beliau, lalu 
dicampur dengan perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat dari para sahabat beliau yang 
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terkenal tadi. Imam Muhammad bin Hasan menghimpun “Masa-Ilu-Usul” itu dalam enam kitab 
“Dlahirur-Riwayah”, yang mana kitab itu ialah: 
 
 
 Kitab al-Mabsuth (Terhampar) 
 Kitab al-Jami’ush-Shaghir (Himpunan kecil) 
 Kitab al-Jami’ul-Kabir (Himpunan Besar) 
 Kitab as-Sairush-Shaghir (Sejarah hidup kecil) 
 Kitab as-Sairus-Kabir ( Sejarah hidup besar) 
 Kitab az-Ziyadat   
 
  Sebab dinamakan dengan “Dlahirur-Riwayah”, karena masalah-masalah yang 
diriwayatkan itu dari Imam Muhammad Hasan dengan Riwayat-riwayat yang kepercayaan 
(tsiqoh), yang berbeda dengan “Masa-Ilun-Nawadir”. Tentang keadaan enam macam kitab itu, 
pada masa permulaan abad IV Hijrah telah dihimpun dan disusun menjadi satu oleh Imam Abdul 
Fadhl, Muhammad bin Ahmad Marwazy , yang terkenal dengan nama Al-Hakim Asy-Syahid, 
wafat pada tahun 334 H. dan kitabnya dinamakan “al-Kafy”. Kemudian kitab “al-Kafy ini 
disyarah (diberi penjelasan) oleh Imam Muhammad bin Sahal as Sarkhasy, wafat pada tahun 490 
H, dan kitabnya dinamakan “Al-Mabsuth”. 
  Dalam buku perkembangan ilmu fiqh di dunia Islam disebutkan, bahwa keenam kitab ini 
dikumpulkan dengan namaAl-Kaafiy oleh Hakim Asy-Syaahid. Al-Kaafiy tersebut disyarahi oleh 
Asy-Syarakhsyi dengan nama Al-Mabsuth kuga, sebanyak30 jilid/juz. Dari kitab-kitab Dhaahiru-





Majallatul-Ahkaamil-Adliyah pada abad XIX M. setelah zaman murid-murid Abu Hanifah, 
tampil pula murid-murid dari murid Abu Hanifah yang menyusun kitab-kitab fiqh, antara lain: 
Asy-Syarkhsi menyusun kitab Al-Mabsuth, Alaa’uddin Abi Bakr Ibn Mas’ud Al-Kasaaniy-Al-
Hanafi (wafat 587 H), menyusun Badaa-i’ush-Shana-i’fii Tartiibisiy-Saraa-i dan lain-lain.66 
Dan yang dinamakan dengan, “Masa-Ilun-Nawadir” ialah yang diriwayatkan dari Imam 
Hanafi dan para sahabat beliau  dan dalam kitab lain, yang selian kitab “Dlahirur-Riwayah” 
tersebut ialah, seperti: “Haruniyyat” dan “Jurjaniyyat” dan “Kaisaniyyat” bagi Imam Hasan bin 
Ziyad. 
 Adapun yang dinamakan dengan “Al-Fatwa wal-Waqi’at, ialah yang berisi masalah-
masalah keagamaan yang dari istinbatnya para ulama mujtahid yang bermazhab Imam Hanafi 
yang datang kemudian, pada waktu mereka ditanyai tentang masalah-masalah hukum 
keagamaan, padahal mereka tidak dapat jawabannya, lantasan dalam kitab-kitab  mazhabnya 
yang terdahulu tidak dapat keterangannya, maka mereka lalu berijtihad guna jawabannya. Dan 
tentang keadaan kitab “al- Fatawa wal-Waqi’at yang pertama kali, ialah kitab “an-Nawazil” yang 
dihimpun oleh Imam Abdul Laits As Samaarqandy, wafat pada tahun 375 Hijrah. 
 
Perlu dijelaskan tentang keadaan kitab “Dlahirur-Riwayah” tersebut:67 
a. Kitab “Al-Mabsuth” kitab ini adalah kitab sepanjang-panjang kitab yang dihimpun dan 
disusun oleh Imam bin Hasan, yang didalamnyan berisi beribu-ribu masalah 
keagamaan yang dipegang dan ditetapkan oleh Imam Hanafi yang berisi pula beberapa 
masalah keagamaan yang menyalahi pegangan atau penetapan beliau yang utama itu, 
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ialah dari Imam Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan berisi pula tentang 
perselisihan pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Ibnu Abi Laila. Orang yang 
meriwayatkan kitab “Al-Mabsuth” tadi ialah Imam Ahmad bin Hafish Al-Kabir, 
seorang alim  ulama besar bekas murid Imam Muhammad bin Hasan. 
b. Kitab “Al-Jami’ush-Shaghir” kitab ini berisi beberapamasalah yang diriwayatkan dari 
Imam Isa bin Abban dan Imam Muhammad bin Sima’ah, yang kedua beliau ini pun 
murid Imam Muhammad bin Hasan, dan kitab ini berisi 40 pasal dari pada pasal-pasal 
fiqih, yang permulaan pasalnya. Oleh sebab itu lalu diatur, disusun dan di bab-bab 
oleh Al-Qadli Abuth-Thahir, Muhammad ad-Dabbas, untuk memudahkan bagi barang 
siapa yang hendak mempelajarinya. 
c. Kitab “Al-Jami’ul-Kabir” kitab ini berisi seperti kitab-kitab yang kedua tadi, hanya 
saja ada lebih panjang uraian dan keterangannya. 
d. Kitab “As-Sairus-Shaghir” kitab ini berisi masalah-masalah ijtihad semata-mata. 
e. Kitab “As-Sairus-Kabir” kitab ini berisi masalah-masalah fiqih, karangan terakhir 
Imam Muhammad bin Hasan, orang yang pertama kali meriwayatkan kitab ini dari 
Imam Muhammad bin Hasan, ialah Imam Abu Sulaiman al-Jauzajany dan Imam 
Ismail bin Tsuwabah. 
 Adapun dasar-dasar ijtihad Abu Hanaifah dalam menyelesaikan masalah fiqh adalah kitabullah, 
sunnatu rasul, dan atsar-atsar yang shahih serta telah mashyur (diantara para ulama yang ahli), 
fatwa-fatwa sahabat, qiyas, dan istishan serata adat yang telah berlaku didalam masyarakat 
ummat Islam.68 
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  Sepanjang riwayat, bahwa Imam Hanafi adalah seorang yang mula-mula sekali 
merencanakan ilmu fiqih dan mengatur serta menyusunnya dengan di bab-bab sepasal demi 
sepasal untuk memudahkan orang yang mempelajarinya. Karena dimasa para sahabat dan para 
tabi’iin fiqh itu belumlah dihimpun dan disusun, beliau setelah menguatirkan hilangnya ilmu 
pengetahuan itu, barulah beliau merencankan mengatur dan menyusunnya menjadi beberapa 
bab.69 
 Perlu dijelaskan bahwa Imam Hanafi ada mempunyai kitab yang dinamakan  “Al-Fikhul-Akbar” 
kitab ini berisi khusus urusan ilmu kalam, ilmu  aqaid, atau ilmu tauhid, kitab ini diriwayatkan 
dari Imam Abi Muthi Al Hakam bin Abdullah Al Bakhy; kemudian disyarah oleh Imam Abil 
Muntaha Al Maula Ahmad bin Muhammad Al Maghnisnya. Abu Hanifah belajar fiqh kepada 
ulama aliran Irak (ra’yu) ia dianggap repsesentatif untuk mewakili pemikiran ra’yu, oleh karena 
itu perlu guru-guru dan murid-muridnya sehingga dari sehubungan guru-murid kita bisa 
menyaksikan bahwa dia termasuk salah seorang generasi pengembang aliran ra’yu.70 
  Perkembangan pemecahan masalah dengan prinsip-prinsip ijtihad telah 
dikembangkan secara luas oleh Abu Hanifah.Seorang ulama dalam bidang fiqh.Dalam 
menetapkan ijtihadnya beliau banyak menggunakan ro’yu (rasio atau hasil pemikiran 
manusia).Banyak pemecahan-pemecahan alternatif yang beliau berikan dan kemukakan yang 
berbeda dari pada ulama lainnya pada waktu itu.Dibalik pro dan kontra pendaptnya dengan 
beberapa ulama fiqih mengenai istinbad beliau dalam bidang fiqih adalah seorang pendidik yang 
mengajarkan tentang penganalisaan suatu masalah dengan pencairan (alasan) serta hukum 
dibalik teks-teks tertulis menggunakan metode berfikir secara analisisdan kritis.71  
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KEDUDUKAN AKAD DALAM KONTRAK PERJANJIAN SEWA MENYEWA DALAM 
PANDANGAN HUKUM ISLAM 
A. Kedudukan Akad Sewa Menyewa Dalam Pandangan Hukum  Islam 
 Sewa menyewa sebagai suatu sistem muamalah untuk mengambil manfaat, maka Islam 
mengatur persoalan ini sehingga diantara sesama manusia tidak terjadi saling tipu menipu 
baik dalam pemanfaatan barang/benda sewaan itu maupun soal-soal pembayaran terhadap 
sewa barang/benda tersebut.Oleh karenanya untuk menghilangkan ketidakcocokan diantara 
manusia dalam sewa menyewa Islam mewajibkan untuk mengawalinya dengan akad (ijab 
qabul). 
 Dimana kedudukan (ijab qabul) dalam sewa menyewa merupakan suatu perjanjian yang 
saling mengikat antara pemilik dan penyewa untuk menentukan segala sesuatu yang 
berhubungan dengan sewa menyewa untuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan 
dengan sewa menyewa tersebut, seperti jangka waktu penyewaan, pembayaran sewa 
barang/benda dan sebagainya.Keseluruhan ini harus dicantumkan dalam akad sewa menyewa 
tersebut, guna menghindarkan kesalahpahaman diantara mereka (pemilik dan penyewa).Hasby 
as-Shidiqie menjelaskan dalam kitabnya Fiqh Muamalah bahwa hukum asal pada akad ialah 
keridhaan kedua belah pihak.Dalam ijtihadnya, ialah yang mereka wajibkan dalam akad.72 
 Oleh karena itu hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan manusia dan 
membatasi keinginannya hingga memungkinkan manusia memperoleh kebutuhan tanpa memberi 
mudharat kepada orang lain dan mengadakan hukum tukar menukar keperluan antara anggota- 
                                                          





anggota masyarakat dengan jalan yang adil, agar manusia dapat melepaskan diriya dari 
kesempitan dengan jalan yang adil agar memperoleh keinginannya tanpa merusak kehormatan.73 
 Dengan demikian, yang dikatakan dengan akad dalam sewa menyewa tersebut adalah 
suatu ijab untuk menyerahkan barang/benda dari pemilik, dan qabul penerimaan barang/benda 
oleh penyewa. Sehingga diantara kedua belah pihak  (pemilik dan penyewa) terjalinlah hubungan 
yang disebabkan oleh aqad yang sah untuk dilakukan. Oleh karena itu, sewa menyewa termasuk 
aqad yang sah untuk dilakukan bagi orang-orang yang sah melakukan jual beli. 
 Jadi dalam hukum islam kesimpulannya dapat diartikan bahwa kedudukan akad dalam 
sewa menyewa (ijarah) merupakan hal yang sangat penting sekali, sehingga kalau tidak 
dilaksanakan akad tersebut, maka sewa menyewa dikatakan tidak sah (batal). Dengan kata lain 
sewa menyewa yang dilakukan dengan tidak diketahui oleh akad dari kedua belah pihak, maka 
sewa menyewa batal menurut syari’at Islam.74 
 Sedangkan kedudukan sewa menyewa dalam buku III bab VII pasal 1548-1600 KUH 
Perdata menyebutkan bahwa sewa menyewa adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang 
mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu 
barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak 
tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Dari definisi sewa menyewa jelas bahwa 
penyerahan bukanlah kepemilikan dari barang yang disewa melainkan hanya memberikan 
kenikmatan kepada penyewa.75 
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Saat terjadinya sewa menyewa yaitu sama seperti jual-beli, pada sewa menyewa juga menganut 
asas konsesual artinya pada detik terjadinya kata sepakat, maka perjanjian sewa menyewa 
tersebut sudah sah dan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya. 
 Selain itu dalam KUH Perdata Pasal 1559 juga menyebutkan bahwa si penyewa jika tidak 
diijinkan, tidak boleh menyalahgunakan barang yang disewanya maupun melepas sewanya 
kepada orang lain atas ancaman pembatalan perjanjian sewa dan penggantian biaya, rugi dan 
bunga, sedangkan pihak yang menyewakan setelah pembatalan itu tidak diwajibkan mentaati 
perjanjian ulang sewa.76 
 Demikian pula apabila pemilik atau yang menyewakan menghibahkan barang yang 
menjadi objek sewa kepada seseorang, maka penghibaan juga tidak mengakhiri sewa 
menyewa.Artinya penerima hibah harus menunggu sampai dengan masa sewa berakhir. 
 Pasal 1579 KUH Perdata melindungi penyewa dari maksud yang menyewakan untuk 
memakai barang yang disewakan. 
 Yang dimaksud dengan risiko adalah kewajiban menanggung kerugian jika terjadi 
keadaan memaksa. Risiko dalam perjanjian sewa menyewa diatur dalam pasal 1553 KUH 
Perdata yang membagi atas dua kriteria, yaitu: 
1. Apabila barang yang disewa musnah secara keseluruhan, maka perjanjian sewa menyewa 
gugur demi hukum. Maksudnya risiko ada pada pihak yang menyewakan sebagai pemilik 
benda yang telah musnah. 
2. Sebagai barang yang disewa musnah sebagian, maka penyewa dapat memilih: 
 Pembatalan perjanjian sewa menyewa 
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 Berlangsungnya terus perjanjian dengan pengurangan uang sewa tanpa hak atas 
ganti rugi.77 
 Terlepas dari kedudukan sewa menyewa dalam Muamalah yang telah dijelaskan diatas,  
terdapat pula beberapa perbedaan antara hukum Islam dan KUH Perdata terkait dengan resiko 
dalam sewa menyewa yang cukup mendasar, meskipun dari beberapa segi mempunyai 
persamaan. Perbedaan yang nampak dalam hal ini adalah bahwa dalam hukum perdata jka 
barang sewa musnah atau rusak yang menyebabkan tidak sempurnanya si penyewa dalam 
mengambil manfaat barang sewa, maka yang bertanggung jawab adalah yang menyewakan. 
 Sedangkan dalam hukum Islam musnah atau rusaknya barang sewa merupakan tanggung 
jawab dari yang menyewakan. Dan penyewa dalam hal ini mempunyai alternative tindakan, 
yakni berhak memfasak (membatalkan) perjanjian sewa menyewa, akan tetapi si penyewa tetap 
melanjutkan perjanjian sewa menyewa maka ia diharuskan membayar penuh harga sewa dan 
bersedia menerima pemanfaatan barang sewa yang rusak. 
 Adapun kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan atau keteledoran si penyewa maka 
antara hukum Islam dengan hukum perdata mempunyai paradigm yang sama, yakni si penyewa 
harus mengganti barang sewa atau yang menyewa berhak menuntut ganti rugi. Sedangkan dalam 
hukum Islam kerusakan yang tidak disandarkan kepada perbuatan penyewa, penyewa tidak 
berkewajiban mengganti barang sewa. 
 Karena jika tuntutan tersebut berlaku, maka pembayaran ganti rugi yang demikian adalah 
ghahar (pembayaran yang tidak pasti) dan ini jelas merugikan bagi penyewa.Kedua hukum 
tersebut berkemungkinan dikompromikan karena sejak awal dalam perjanjian sewa menyewa 
harus jelas dalam kontrak dan kesepakatan yang dibuat harus dipatuhi. 
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 Maka dari penjelasan diatas menurut saya dapat disimpulkan bahwa secara umum 
terdapat kesamaan tentang hukum perjanjian antara hukum Islam dan positif : keduanya 
mengatur tentang unsur-unsur perjanjian, syarat-syarat perjanjian, kebebasan membuat perjanjian 
dan berakhirnya suatu perjanjian. Sumber hukum yang digunakan dan proses pencarian kedua 
hukum tersebut.Sedangkan dalam segi perbedaan yang sangat relevan dan signifikan tentang 
perjanjian antar kedua sistem hukum tersebut adalah perjanjian menurut hukum Islam sah bila 
tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan menurut hukum positif (KUH Perdata) 
perjanjian sah bila tidak bertentangan dengan Undang-Undang. 
B. Akibat Hukum Kematian Salah Satu Pihak dalam Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa 
dalam Pandangan Imam Abu Hanifah. 
Pada dasarnyaperjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak 
yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian, karena termasuk perjanjian 
timbal-balik. Bahkan. Jika salah satu pihak (pihak yang menyewakan atau penyewa) meninggal 
dunia, perjanjian sewa menyewa  tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi obyek perjanjian 
sewa menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka 
kedudukannya digantikan oleh ahli waris. Demikian juga halnya dengan penjualan obyek 
perjanjian sewa menyewa yang tidak  menyebabkan putusnya perjnjian yang diadakan  
sebelumnya. Namun  demikian, tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian (pasakh) 
oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.78 
Sewa menyewa merupakan bentuk keluwesan dari Allah swt untuk hamba-hambanya. 
Karena semua manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan-
kebutuhan primer tersebut akan terus melekat selama manusia masih hidup. Padahal, tidak 
                                                          





seorang pun dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebab itulah Islam mengatur pola interaksi 
(bermuamalah) dengan sesamanya. Diantara sebab-sebab dan dasar-dasar yang telah tetap, 
tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun ialah segala yang terjadi dari benda yang dimiliki, 
menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut.79 
Dari landasan inilah seseorang melakukan hubungan-hubungan hukum, saling 
mempertukarkan, bekerjasama untuk mendapatkan kepemilikannya, karena ketika barang orang 
lain -syarat tertentu untuk saling menguntungkan. 
Bentuk muamalah dengan perjanjian, dan memperoleh manfaat terhadap orang lain 
dengan perjanjian, dan syaratsewa menyewa ini dibutuhkan dalam kehidupan manusia, karena 
itulah maka syari’at Islam  membenarkannya. Seseorang terkadang dapat memenuhi salah satu 
kebutuhan hidupnya tanpa melakukan pembelian barang, karena jumlah uangnya yang terbatas, 
misalnya menyewa lahan pertanian kepada orang  yang menganggurkan lahan pertaniannya dan 
dapat menyewakan untuk memperoleh uang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan lainnya. 
Akibat hukum  dari sewa menyewa  adalah jika sebuah akad sewa menyewa sudah 
berlangsung, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka  konsekuensinya  pihak yang 
menyewakan memindahkan barang kepada penyewa sesuai dengan  harga yang disepakati. 
Setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan barang yang pemiliknya dipindahkan 
tadi dijalan yang dibenarkan.80 
 
Berakhirnya Akad Sewa Menyewah 
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Setiap transaksi dalam  ijarah tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh 
kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling 
menambah  dan mengurangi waktu yang ditentukan. Ulama fikih berpendapat bahwa 
berakhirnya akad ijarah adalah sebagai berikut: 
a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir apabila yang disewakan 
tanah pertanian , rumah, pertokoan, tanah perkebunan, maka semua barang sewaan 
tersebut dalam harus dikembalikan kepada pemiliknya , dan apabila yang disewa itu 
jasa sesorang, maka ia segera dibayar upahnya. 
b. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad ijarah, 
menurut mereka tidak bisa diwariskan.  Akan  tetapi menurut  jumhur ulama, akad 
ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang bertransaksi, karena manfaat 
menurut mereka bisa diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikuti 
kedua belah pihak yang berakad. 
c. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu  pihak , seperti rumah 
yang disewakan dsita Negara karena terkait dengan utang yang banyak, maka transaksi 
ijarah batal. Masalah-masalah  yang dapat membatalkan transaksi ijarah menurut ulama 
Hanafiyah adalah salah satu pihak bangkrut, dan berpindah tempatnya penyewa, suatu 
contoh apabila ada seorang dibayar untuk menggali atau ngebor air bawah tanah, 
sebelum pekerjaanya selesai, penduduk desa itu membatalkan transaksi ijarah hanyalah  
apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimksud tidak ada atau hilang, 
seperti kebakaran dan  terjadi banjir besar.81 
Para ulama fikih beda pendapat masalah sifat transaksi ijarah, apa transaksi itu bersifat 
mengikat kepada kedua belah pihak atau tidak. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa transaksi 
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ijarahitu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila bermasalah dari salah 
satu pihak yang bertransaksi, seperti salah satu pihak meninggal dunia atau kehilangan 
kecakapan bertindak hukum. Bedadengan jumhur ulama, yang mengatakan bahwa transaksi 
ijarahitu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan .akibat 
dari perbedaan salah seorang meninggal dunia, maka menurut ulama hanafiyah , apabila salah 
seorang yang bertransaksi meninggal dunia, maka transaksi ijarah batal,karena manfaat itu tidak 
bisa diwariskan.82 
Jika dibandingkan dengan pandangan Imam asy- Syafi’I, beliau mengatakan bahwa 
walaupun salah satu pihak meninggal dunia, maka akad tersebut tetaplah sah, dan hak aqad ijarah 
tersebut berpindah kepada ahli warisnya. Hal ini beliau menjelaskan dalam kitabnya Al-Umm 
dimana menurut pendapat imam Syafi’I akad transaksi tersebut tidaklah batal. Walaupun salah 
satu pihak meninggal dunia, pendapat imam Syafi’I ini berdasarkan qiyas, yaitu mengqiyaskan 
transaksi ijarah gadai, yang apabila seorang menggadaikan sesuatu kepada orang lain, lalu ia 
meninggal dunia, apakah transaksi gadai itu fasakh, menurut pendapat imam Syafi’I yang diatas 
tentu batal. Karena masih ada ahli warisnya yang dapat menggantikan sebagaimana orang yang 
meninggal dunia itu memilikinya sendiri, sedangkan orang yang meninggal dunia itu sudah 
memberikan hak kepadanya.83 
Selanjutnya senada dengan hal itu, beliau menjelaskan bahwa menurut imam Syafi’I 
tidak batal transaksi jual beli walaupun salah satu pihak meninggal dunia. Walaupun hartanya 
yang ditinggalkannya hanya uang yang sudah dijadikannya sebagai pembayar barang jualannya 
dan sangat dibutuhkan ahli warisnya. Maka dalam hal ini nampak bahwa imam Syafi’I juga 
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mengqiyaskan masalah ijarah sebab meninggal dunia salah satu pihak, maka begitu jugalah 
halnya transaksi ijarah tidak batal walaupun salah satu pihak meninggal dunia.84 
 Namun jumhur ulama sependapat dengan Mazhab Imam Syafi’i, bahwa manfaat itu boleh 
diwariskan karena termasuk harta. Sebab kematian salah satu dari pihak yang bertransaksi tidak 
akan membatalkan transaksi ijarah.85 
C.Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Kematian Salah Satu Pihak Dalam 
Kontrak Perjanjian Sewa Menyewah Dilihat Dari Kondisi Umat Islam Saat Ini 
Fikih muamalah kontemporer adalah suatu ilmu yang membahas mengenai aturan Allah swt. 
yang wajib untuk ditaati dan mengatur hubungan antar sesama manusia dalam kaitannya 
dengan keharta-bendaan dalam bentuk transaksi-transaksi yang modern atau kekinian.  
 Dilihat dari pembahasan sebelumnya tidak ditemukan perbedaan yang mendasar tentang 
defenisi ijarah, tetapi dapat dipahami dan diambil kesimpulan bahwa ijarah itu pengambilan 
manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya 
imbalan atau upah serta tanpaadanya pemindahan kepemilikan. 
Jika disimpulkan lebih jelas defenisi yang dikemukakan para ulama mazhab maka dapat 
dipahami bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam ijarah antara lain: 
1. Adanya suatu akad persetujuan antara kedua bela pihak yang ditandai dengan adanya 
ijab Kabul 
2. Adanya imbalan tertentu 
3. Mengambil manfaat, misalnya mengupah sorang buruh untuk bekerja.86 
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Pada dasarnya apabila transaksi sudah dilaksanakan, maka kedua belah pihak berhak 
mengambil haknya, yaitu mengambil uang sewa bagi pihak yang menyewakan. Dan mengambil 
manfaat dari benda yang ditransaksikan bagi orang yang menyewa. Namun demikian, para 
Ulama berbeda  pandangan atau pendapat tentang status akad sewa menyewa tersebut, yang 
apabila salah satu pihak meninggal dunia. 
Jika dilihat kondisi saat ini ada beberapa contoh ijarah kekekinian, misalnya orang yang 
menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat pemanfaatan barang itu sesuai 
dengan kesepakatan bersama ketika transaksi, misalnya penyewaan sepeda motor dalam waktu 
satu bulan. Dalam perjalanannya sepeda motor tersebut karena tidak dipakai dalam satu minggu, 
kemudian penyewa menyewakan satu minggu kepada penyewa kedua, maka dalam hal ini bisa 
ditentukan oleh penyewa pertama sudah melakukan transaksi dengan pihak pemilik barang. 
Adapun harga penyewaan pertama dengan penyewa kedua sesuai dengan kesepakatan bersama. 
Jika dalam masa persewaan barang disewakan terjadi kerusakan, maka yang berhak 
mengganti adalah pemilik barang, dengan syarat bahwa kerusakan tersebut akibat dari kelalaian 
penyewa , maka yang berhak mengganti kerusakan itu adalah pihak penyewa.87 
Namun ingin diketahui bagaimana jika salah satu pihak sewa menyewa meninggal 
dunia, Para ulama fikih beda pendapat masalah sifat transaksi ijarah, apa transaksi itu bersifat 
mengikat kepada kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa transaksi 
ijarahitu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila bermasalah dari salah 
satu pihak yang bertransaksi, seperti salah satu  pihak meninggal dunia atau kehilangan 
kecakapan bertindak hukum. Beda dengan jumhur ulama, yang mengatakan bahwa transaksi 
ijarahitu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan .akibat 
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dari perbedaan salah seorang meninggal dunia, maka  menurut  Ulama Hanafiyah , apabila salah 
seorang yang bertransaksi meninggal dunia, maka transaksi ijarah batal,karena manfaat itu tidak 
bisa diwariskan.88 
Dalam kasus seperti di atas kita bisa mengambil jalan yang paling mendekati pada 
praktik sekarang yang berkembang dikalangan masyarakat, tentunya apabila kedua belah pihak 
mengalami bermasalah atau meninggal dunia, tidak divonis transaksi ijarah batal. Namun harus 
kembali mana yang lebih baik dan tidak merugikan satu dengan lainnya, sehingga transaksi 
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1. Kedudukan akad dalam sewa menyewa (ijarah) merupakanhal yang  sangat pentingsekali, 
sehingga kalau tidak dilaksanakan akad tersebut,  maka sewa menyewa dikatakan tidak 
sah (batal). Dengan kata lain sewa menyewa  
yang dilakukan dengan tidak diketahui oleh akad dari kedua belah pihak,  
maka sewa menyewa batal menurut syari’at Islam. 
2. Jika di relevansikan, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa transaksi ijarah itu bersifat 
mengikat ,tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila bermasalah dari salah satu pihak 
yang bertransaksi, seperti salah satu pihak meninggal dunia atau kehilangan kecakapan 
bertindak hukum. Beda dengan jumhur ulama, yang mengatakan bahwa transaksi ijarah 
itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan . akibat 
dari perbedaan salah seorang meninggal dunia, makamenurut Ulama Hanafiyah , apabila 
salah seorang yang bertransaksi meninggal dunia, maka transaksi ijarah batal ,karena 
manfaat itu tidak bisa diwariskan.90. Dalam kasus seperti di atas kita bisa mengambil 
jalan yang paling mendekati pada praktik sekarang yang berkembang dikalangan 
masyarakat, Tentunya  apa bila kedua belah pihak mengalami bermasalah atau meninggal 
dunia, tidak divonis transaksi ijarah batal. Namun harus kembali mana yang lebih baik 
                                                          





3. dan tidak merugikan satu dengan lainnya, sehingga transaksi ijarah akan lebih 
menguntungkan kepada kedua belah pihak dan saling percaya diri.91 
B. Implikasi Penelitian 
 Melalui penulisan skripsi ini penulis menyarankan sebagai berikut: 
1. Disarankan kepada seluruh umat Islam agar melaksanakan proses transaksi sewa 
menyewa secara Islami demi penegakansyari’at Islam kedepan. 
2. Kepada pihak yang berakad terutama pihak yang perusahaan dan konsumen hendak 
lahmemenuhi segala kewajiban dalam melakukan transaksi dan memberikan hak dari 
pada konsumen sesuai janji yang telah disepakati saat bertransaksi 
3. Dan hendaklah setiap umat Islam  melakukan transaksi harus dilaksanakan sebaik-
baiknya, khususnya masalah sewa menyewa, agar jangan sampai melaksan akan terjadi 
penipuan dan kerugian. Maka setiap orang yang melaksan akan transaksi ijarah (sewa 
menyewa) harus terlebih dahulu mengadakan kesepakatan antara kedua belah pihak. 
Supaya menentukan benda yang mana, menentukan masanya, menentukan berapa 
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